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KATA PENGANTAR 

  

Assalamu’alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua. 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala rahmat dan 

karunia-Nya. Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler 

Angkatan (PPRA) LXIV Lemhannas RI Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan 

Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: “Pencegahan Konflik 

Sosial Guna Mendukung Pengamanan Ibu Kota Nusantara”. 

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur 

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tanggal 

24 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA 

LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh 

Lemhannas RI. Adapun keputusan Gubernur Lemhannas Nomor 112 Tahun 2022 

tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta LXIV Tahun 2022 

sebagaimana dapat Kami sampaikan pada Taskap ini. 

Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan untuk 

mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga 

penulis sampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap yaitu Brigjen TNI (Mar) 

Nana Rukmana, S.E. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah 

membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan 

ketentuan yang ditetapkan Lemhannas RI. 

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari 

kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon 

adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. 

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang 
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membutuhkannya.  

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan 

bimbingan kepada Kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian 

kepada Negara dan bangsa Indonesia yang Kita cintai dan kita banggakan.  

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb. 
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Penulis 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1. Latar Belakang 

 Keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan (SARA) di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan anugerah yang harus disyukuri 

oleh 270,20 juta jiwa penduduk yang menghuni di dalamnya. Namun, 

heterogenitas sosial, budaya dan agama yang direpresentasikan oleh 1.331 

kelompok suku (BPS 2010) dan 652 bahasa daerah (Kemendikbud 2018), 

seringkali memicu kerawanan konflik sosial yang berdampak pada disintegrasi dan 

keamanan nasional. Konflik sosial hingga saat ini masih terjadi di sejumlah 

pelosok Tanah Air, sehingga harus diwaspadai dan dicegah, tak terkecuali di 

Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang 

menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. 

 Hingga saat ini, tren kenaikan konflik sosial di Tanah Air belum juga mereda 

sebagaimana terekam dalam data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019, Kemendagri mencatat ada sebanyak 31 

peristiwa konflik sosial dengan berbagai faktor pemicu, dari persoalan politik, 

ekonomi, sosial, budaya (Polesosbud), sengketa sumber daya alam (SDA) dan 

(SARA). Tren kasus konflik sosial tersebut terus meningkat menjadi 71 kasus 

pada periode 2020 dengan latar berlakang faktor pemicu yang hampir sama. 

Bahkan, pada 2021 tren konflik sosial menanjak ke angka 138 kasus di mana 

Polesosbud menjadi sumber konflik tertinggi mencapai 117 kasus, sengketa lahan 

atau batas wilayah 17 kasus dan konflik terkait sengketa SDA dan distribusinya 4 

kasus.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Sri Handoko Taruna. 2022. Peta Konflik Sosial di Daerah. Paparan Direktorat Kewaspadaan 
Nasional Kemendagri Pada Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Perempuan Perdamaian. h. 3-4. 
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(Gambar 1:Grafik tren konflik sosial 2019-2021 Kemendagri. Sudah diolah) 

Masih tingginya peristiwa konflik sosial di Indonesia tersebut perlu 

diwaspadai dan diantisipasi, terutama di kawasan IKN sebagai simbol identitas 

nasional yang merepresentasikan jati diri dan karakter persatuan dan kesatuan 

bangsa, sekaligus the center of gravity atau pusat gravitasi yang akan menjadi 

magnet perpindahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah 

menyampaikan sejumlah argumentasi logis alasan pemindahan ibu kota ke Kaltim, 

diantaranya adalah Indonesia bukan negara pertama yang memindahkan Ibu Kota 

Negara Nusantara (IKN) ke lokasi baru. Kurang lebih 31 negara di berbagai 

belahan dunia telah memutuskan pindah ibu kota, di antaranya Rusia, Brazil, 

Jerman, Australia, Nigeria, Kazakhstan hingga Malaysia.  

Argumentasi lainnya adalah, pemindahan IKN dengan nama Nusantara ke 

Kalimantan Timur tak lain karena semakin beratnya beban persoalan Jakarta, 

mulai dari derasnya laju urbanisasi, kemacetan, polusi, suplai air bersih, hingga 

penurunan muka tanah yang menjadi sorotan global. Relokasi Ibu Kota Negara 

dari Jakarta ke Kaltim merupakan keniscayaan dan salah satu faktor pendukung 

suksesnya relokasi IKN yang bertujuan untuk mencapai visi target tahun 2045 

menjadi negara maju, sebagai identitas nasional dan menggeser arah 

pembangunan dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris,2 adalah terciptanya 

kondisi stabilitas keamanan dari berbagai ancaman, termasuk ancaman konflik 

sosial yang rentan terjadi di Ibu Kota Nusantara. 

                                                           
2.Paparan Kementerian PPN/Bappenas. 2022. Kerangka Pembangunan Indonesia di Bidang lKN, 
Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital dan Konsolidasi Demokrasi. Zoom Lemhanas: 
Jakarta. h. 3 

31 kasus konflik 

sosial. 

71 kasus 

konflik sosial 

138 Kasus Konflik 

Sosial 
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Munculnya gejolak sosial, baik itu kekhawatiran, keresahan dan tuntutan 

penduduk asli Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kaltim secara umum atas 

pembangunan IKN, harus diwaspadai karena sewaktu-waktu berpotensi memicu 

ledakan konflik sosial. Apalagi belakangan ini muncul gugatan 38 kepala keluarga 

(KK) suku asli di Penajam Paser Utara, yakni Suku Paser Balik ke Mahkamah 

Konstitusi (MK) atas UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN. Mereka merasa tidak 

pernah dilibatkan dalam proses pembuatan UU tersebut.3 Oleh karena itu, upaya 

untuk mencegah terjadinya konflik sosial memerlukan langkah strategis 

pemerintah pusat, daerah dan stakeholder lainnya untuk mendukung pengamanan 

IKN sehingga stabilitas keamanan yang kondusif tetap terjaga.  

Pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022, arah 

pembangunan ibukota negara dengan luas mencapai 256.143 hektare (ha) 

menjadi semakin jelas. Ibu kota negara baru tersebut diharapkan menjadi miniatur 

kebinekaan, bukan justru sebaliknya malah menjadi pusat konflik berlatar 

belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang mengganggu 

keamanan IKN, sebagaimana juga disampaikan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa ada 8 gangguan ancaman pertahanan 

dan keamanan di IKN Nusantara, salah satunya adalah konflik  horizontal.4 Konflik 

sosial sering kali terjadi karena perbedaan pandangan yang diekspresikan dengan 

cara melemahkan pihak lain tanpa mengindahkan norma yang ada. Konflik sosial 

juga terkait dengan upaya kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain 

(Soekanto, 1993) karena perbedaan pandangan seiring terjadinya dinamika 

perubahan sosial.5  

Untuk itu, adaptasi kultur, sosial, budaya akan menjadi tantangan serius ke 

depan karena IKN akan menjadi magnet besar migrasi penduduk dan diperkirakan 

jumlah penduduk Ibu Kota Nusantara lebih dari 2 juta jiwa dalam jangka 5 tahun 

                                                           
3.Suku Asli Penajam Paser Utara Gugat UU IKN ke MK. 2022. 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220425132638-12-789311/suku-asli-penajam-paser-
utara-gugat-uu-ikn-ke-mk. Diakses Rabu, 1 Juni, pukul 14:15 WIB. 
4.Ada 8 Potensi Ancaman Pertahanan dan Gangguan di IKN, Pemerintah Siapkan Mitigasi. 2022. 
https://www.liputan6.com/news/read/4901447/ada-8-potensi-ancaman-pertahanan-dan-gangguan-
di-ikn-pemerintah-siapkan-mitigasi. Diakses, Selasa  10 Mei pukul 18:5 WIB. 
5.Fajri et. all. 2015. Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh. Unimal Press: 
Lhokseumawe. h. 17. 

https://www.liputan6.com/news/read/4901447/ada-8-potensi-ancaman-pertahanan-dan-gangguan-di-ikn-pemerintah-siapkan-mitigasi
https://www.liputan6.com/news/read/4901447/ada-8-potensi-ancaman-pertahanan-dan-gangguan-di-ikn-pemerintah-siapkan-mitigasi
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setelah pemindahan tahap awal (2022-2024).6 Saat ini, terdapat 5 etnis besar 

bermukim di sana dengan persentase jumlah pendatang 73%. Mereka notabene 

transmigran yang datang semenjak tahun 1970-an hingga 1980-an, dengan 

persentase Suku Jawa sebanyak 30.2%, Dayak 9,3%, Bugis 20.6%, Banjar 12.4% 

dan Suku Kutai sebanyak 7,7%.7 

Karakteristik masyarakat Penajam Paser Utara memang cenderung terbuka 

dan ramah. Namun, keterbukaan masyarakat tersebut juga berpotensi memicu 

konflik sosial seiring terjadinya migrasi besar-besaran penduduk.8 Baik konflik 

antar etnis antara pendatang dengan penduduk lokal dan konflik lahan antara 

masyarakat dengan pengusaha. Apalagi belakangan ini muncul tuntutan 

masyarakat Aliansi Borneo Bersatu agar putra daerah asal Kalimantan dijadikan 

memimpin IKN karena tidak mau hanya menjadi penonton di wilayahnya.9 

Tuntutan Aliansi Borneo Bersatu tersebut berpotensi memicu instabilitas politik 

baik di IKN maupu penyangganya jika tidak diantisipasi. Selain itu, muncul pula 

keresahan suku asli Penajam Paser Utara, yakni Suku Paser Balik, yang khawatir 

tersingkir dari tanah leluhurnya karena patok-patok wilayah IKN menerobos tanah 

adat. Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi sedini mungkin menyusul 

adanya warning Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa ancaman 

konflik sosial berpotensi melibatkan 16.800 warga dari 21 masyarakat adat di 

sekitar kawasan IKN. 

Selain itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkap adanya 

kasus tumpang tindih penguasaan lahan IKN, tepatnya di Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Sekitar 1,22 juta hektare atau 46% di antaranya memiliki Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih. Pun di Penajam Paser Utara di 

mana sekitar 218 ribu hektare atau 67% di antaranya dinilai mengalami masalah 

                                                           
6.Pramono Dwi Susetyo 2022. Beban Ekologis IKN. 2022. https://www.kompas.id/baca/artikel-
opini/2022/03/13/beban-ekologis-ikn. Diakses 2 April 2022 pukul 20:12 WIB. 
7.Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu 
Kota Negara. Jakarta: PPN/Bappenas. h. 105. 
8.Asa Bintang Kapiarsa. 2020. Penanganan Potensi Ancaman Terorisme di Ibu Kota Baru 
Indonesia. Unhan: Bogor. Jurnal Manajemen Pertahanan. Vol 6 No 2. h. 27. 
9.Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan. 
2022.https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/17210321/datangi-dpr-aliansi-borneo-bersatu-
sampaikan-aspirasi-agar-pemimpin-ikn?page=al. Diakses 11 April pukul 08:11. 

https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/13/beban-ekologis-ikn
https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/13/beban-ekologis-ikn
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tumpang tindih.10 Di sisi lain, Kaltim masih menghadapi persoalan pemerataan 

pembangunan dan kemiskinan.11 Jika merujuk data BPS 2021, maka jumlah 

penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2020 sebanyak 243,99 

ribu atau 6,64%, sementara pada September 2019 sebanyak 220,91 ribu atau 

5,91%. Ini berarti ada peningkatan jumlah penduduk miskin secara absolut meski 

secara persentase mengalami penurunan.12  

Melihat potensi konflik sosial di kawasan IKN tersebut, maka diperlukan 

upaya pencegahan konflik sosial guna mendukung pengamanan di IKN, 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Penanganan Konflik sosial (PKS) melalui peningkatan kapasitas 

lembaga dan sistem peringatan dini.13 Lebih jauh, Pasal 6 poin (1) UU PKS 

tersebut menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial dilakukan melalui cara 

memelihara kondisi damai, mengembangkan sistem penyelesaian konflik dengan 

cara damai, meredam potensi konflik,dan membangun sistem peringatan dini. 

Artinya, dalam konteks IKN, perlu optimalisasi upaya pre-emtif dan preventif 

konflik sosial untuk mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana 

mengoptimalkan pencegahan konflik sosial guna mendukung pengamanan Ibu 

Kota Nusantara?. Pertanyaan ini diajukan mengingat tingginya potensi konflik di 

kawasan IKN Nusantara. Adapun pertanyaan kajian dalam Taskap ini adalah: 

 
a. Bagaimana kondisi potensi konflik sosial di IKN saat ini?  

b. Bagaimana mengoptimalkan pencegahan konflik sosial di IKN dari 

aspek pre-emtif? 

                                                           
10.KPK Terus Bergerak Bongkar Sindikat Bagi-bagi Lahan di IKN Nusantara. 2022. 
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/03/2022/kpk-terus-bergerak-bongkar-
sindikat-bagi-bagi-lahan-di-ikn-nusantara/. Diakses 27 Maret 2022 pukul 20:15 WIB. 
11.Pemprov Kaltim. 2019. Kajian Analisis Ketimpangan Wilayah. Samarinda: Bappeda Provinsi 
Kalimantan Timur.  h. 1  
12.BPS Kaltim. 2021. Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka. h. 145 
13.Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik 
Sosial. h. 1 

https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/03/2022/kpk-terus-bergerak-bongkar-sindikat-bagi-bagi-lahan-di-ikn-nusantara/
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/03/2022/kpk-terus-bergerak-bongkar-sindikat-bagi-bagi-lahan-di-ikn-nusantara/
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c. Bagaimana mengoptimalkan pencegahan konflik sosial di IKN dari 

aspek preventif?     

Dua aspek pendekatan pre-emtif dan preventif dalam pencegahan konflik 

sosial di IKN sengaja dimunculkan sebagai upaya menghindari pendekatan 

represif yang seringkali justru menambah runyamnya persoalan, sehingga 

eskalasi konflik menjadi meluas. Dua pendekatan tersebut diharapkan menjadi 

daya dukung bagi pengamanan kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. 

 

3. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud. Maksud dari penulisan taskap ini untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran dan menganalisis potensi-potensi konflik sosial untuk 

kemudian dicegah dalam rangka mendukung pengamanan Ibu Kota 

Nusantara di Kalimantan Timur. 

2. Tujuan. Adapun tujuannya adalah sebagai kontribusi pemikiran bagi 

pemangku kebijakan dalam rangka pencegahan konflik sosial guna 

mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara. 

 

4. Ruang Lingkup dan Sistematika 

1. Ruang lingkup Taskap ini dibatasi pada upaya pencegahan konflik sosial 

guna mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dari 

aspek pre-emtif dan preventif. 

2. Tata urut atau sistematika penulisan Taskap ini disusun secara bab per bab 

dengan struktur penulisan sebagai berikut:  

a. BAB I PENDAHULUAN. Bagian awal bab ini berisi latar belakang yang 

diawali penjelasan tentang dinamika konflik sosial di Tanah Air dan potensi 

konflik sosial di Kaltim dalam kaitannya dengan keamanan Ibu Kota 

Nusantara. Bab ini juga berisi rumusan masalah, maksud dan tujuan 

penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang 

digunakan serta pengertian-pengertian yang relevan dengan bahasan 

Taskap. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan tentang peraturan 

perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, lingkungan strategis 



7 
 

serta informasi lainnya yang mendukung penulisan dan menjadi acuan untuk 

menganalisis pada BAB III. 

c. BAB III PEMBAHASAN. Bab ini memuat analisis atau pembahasan atas 

pertanyaan kajian yang telah dirumuskan pada Bab I, serta data dan fakta 

pada Bab II sampai dengan menemukan pokok masalah untuk mendapatkan 

solusi pemecahannya. 

d. BAB IV PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil temuan dan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dalam Taskap ini. Sedangkan rekomendasi berupa saran penulis 

untuk pemangku kepentingan terkait permasalahan yang dikaji dan dianalisis. 

 

5. Metode dan Pendekatan 

Metode. Penulisan Taskap ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

yang menurut Creswell merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami 

gejala sosial, serta membangun makna suatu fenomena sosial dari pandangan 

para partisipan.14 Data-data dan fakta-fakta yang didapat dari dokumen, jurnal, 

surat kabar dan situs web, kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan 

mengacu pada kerangka teori yang digunakan.  

Pendekatan. Adapun pendekatan dalam kajian Taskap pencegahan konflik 

sosial di IKN ini menggunakan perspektif kepentingan nasional berdasarkan 

kerangka teori yang dijelaskan pada Bab II, terutama pada gatra sosial untuk 

mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. 

 

6. Pengertian-Pengertian 

a. Konflik menurut  Mark R Amstutz, adalah suatu continuum di mana pada satu 

titik ekstrem berada dalam kondisi tak ada masalah, namun pada titik ekstrem 

lainnya terdapat situasi perbedaan atau ketidakcocokan yang ditandai oleh 

ketegangan (tension), pertentangan (disagreement),  persaingan (rivalry), 

pertikaian (dispute), permusuhan (hostility),  agresi (aggression), kekerasan 

(violence) dan peperangan (warfare).15 

                                                           
14.J.R. Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo. h. 7 
15.Tim Pokja Bahan Ajar BS. Padnas. 2022. Materi Pokok Bidang Stusi Kewaspadaan Nasional. 
Jakarta: Lemhannas. h. 53-54. 
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b. Konflik Sosial, adalah perseteruan dan atau benturan fisik dalam wujud 

kekerasan antardua kelompok masyarakat atau lebih yang berdampak pada 

keamanan, disintegrasi sosial, stabilitas dan pembangunan nasional. 

c. Pencegahan, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

sistem peringatan dini.16 

d. Pre-emtif, secara bahasa berarti mendahului (preempt) atau upaya dini 

sebelum masuk pada upaya-upaya pencegahan lanjutan. Ini bisa ditempuh 

melalui membangun sistem peringatan dini pencegahan konflik sosial. 

Sedangkan dalam Kamus Oxford, kata pre-emtive merupakan tindakan 

pencegahan (to stop somebody taking action) atas terjadinya tindakan yang 

dinilai berbahaya (harmful).17 

e. Preventif, adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif namun masih dalam 

konteks pencegahan konflik yang bertujuan mencegah terjadinya pengrusakan, 

kekerasan. Langkah preventif dalam konteks pengendalian sosial biasanya 

dilakukan melalui sosialisasi norma-norma yang dijunjung tinggi, edukasi, 

penyuluhan dan memberikan nasihat agar tidak terjadinya penyimpangan 

sosial.18 

f. Keamanan,  adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk melindungi nilai-nilai 

nasionalnya terhadap berbagai ancaman, termasuk konflik sosial.19 

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ditandai oleh 

semakin menurunnya peritiwa konflik sosial.   

g. IKN, adalah singkatan dari Ibu Kota Negara dan merujuk pada wilayah 

Nusantara di Kaltim yang terdiri dari tiga wilayah  perencanaan, yaitu: Kawasan 

Pengembangan IKN seluas 199.962 hektare, Kawasan IKN (KIKN) seluas 

56.180 hektare dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas  6.671 

hektare. 

                                                           
16.Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Tentang Penanganan Konflik 
Sosial, Pasal 1. h. 2 
17.Kamus Oxford daring. Definition of Pre-emptive. 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pre-emptive?q=pre-emptive. Diakses 
Senin, 23 Mei 2021, Pukul 20:45 WIB. 
18.Pengertian dan Jenis Pengendalian Sosial: Preventif, Represif, Koersif. 
https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-sosial/. Diakses Rabu, 1 Mei 2022, pukul 15:46 
WIB. 
19 Tim Pokja Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional. Materi pokok BS Tannas. Jakarta: 
Lembaga Ketahanan Nasional RI, h.46 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

7. Umum 

Konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal, sangat melekat pada negara 

majemuk seperti Indonesia. Potensi dan kerentanan konflik sosial, baik antar 

pribadi, antar kelompok, antar agama, antar suku bangsa dan seterusnya, 

terdapat di hampir seluruh pelosok Tanah Air, tak terkecuali di kawasan Ibu Kota 

Nusantara di Kalimantan Timur. Konflik sosial seringkali muncul dalam setiap 

pembangunan proyek strategis nasional dapat menimbulkan gangguan 

keamanan. Terlebih pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagai the 

center of gravity, gejala indikator-indikator potensi konflik sosial semakin 

bermunculan pascadisahkannya RUU IKN oleh DPR RI, baik itu ekspresi 

keresahan, kegundahan, gugatan hukum masyarakat asli Penajam Paser Utara, 

hingga konflik lahan. Kondisi ini tentunya akan semakin runyam jika dibumbui 

sentimen politik dan SARA.  

Untuk  mengidentifikasi dan menganalisis pokok persoalan dalam mencari 

jalan keluar dari persoalan sosial yang berkembang saat ini, maka perlu 

mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan 

fakta, serta lingkungan strategis sebagai landasan dalam pencegahan konflik 

sosial untuk mendukung pengamanan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan 

Timur.  

 

8. Peraturan Perundang-Undangan 

a. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial (PKS).  Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal I ayat (3) UU tersebut 

menegaskan definisi pencegahan konflik melalui peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan sistem peringatan dini dengan menjunjung HAM, 

kebangsaan, kekeluargaan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan, 

ketertiban, partisipatif, tidak memihak dan seterusnya  seperti yang terdapat 

dalam Pasal 2. Lebih spesifik, Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menekankan 

upaya pencegahan konflik dengan memelihara kondisi damai, 
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mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam 

potensi konflik melalui pelibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

(Pemda) dan masyarakat.  

b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara 

Nusantara (IKN) terkait peran Badan Otorita, sebagaimana diatur pada Pasal 

5 ayat (4), bahwa Kepala Otorita IKN merupakan kepala Pemerintah Daerah 

Khusus IKN. Kekhususan tersebut, baik yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN maupun 

penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu 

Kota Negara. Selanjutnya, Pasal 21 UU IKN tersebut menyinggung tentang 

perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat 

adat yang mencerminkan kearifan lokal. Lebih spesifik, UU tersebut juga 

menyinggung partisipasi masyarakat pada Pasal 37, yang ditempuh melalui 

konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi dan/atau 

keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan. Selanjutnya, Pasal 39 

ayat (3) UU tersebut mengamanatkan pelibatan Pemprov Kaltim, Pemda 

Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara terkait kegiatan persiapan, 

pembangunan, dan pemindahan IKN, sampai dengan penetapan 

pemindahan IKN. 

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 

Secara khusus, Pada Pasal 2 ayat (1) menyinggung tentang pencegahan 

konflik sosial yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan 

Pemda untuk melakukan pencegahan konflik sesuai kewenangan melalui 

penyelenggaraan kegiatan penguatan kerukunan umat beragama, 

peningkatan, peningkatan forum kerukunan masyarakat, peningkatan 

kesadaran hukum, penguatan/pengembangan kapasitas, pengentasan 

kemiskinan, penguatan kohesi sosial dan seterusnya. Sementara pelibatan 

masyarakat disinggung Pasal 4 ayat (1), yakni melalui tokoh agama, tokoh 

adat, tokoh masyarakat, pranata adat; dan/atau pranata sosial. 

kementerian/lembaga sesuai  kewenangan masing-masing.  

d. Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian 

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Pasal 1 Ayat 8 pada Perpres tersebut 
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menyatakan bahwa Kepala Otorita IKN adalah Kepala Pemerintah Daerah 

Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki mitra Pemda yang berwenang di 

kawasan tertentu di Pulau Kalimantan, sebagaimana dinyatakan pada ayat 

13 dalam Pepres tersebut. Selanjutnya pada Pasal 3 menyinggung tentang  

penyediaan lahan, kelembagaan, kerja sama antardaerah, hingga partisipasi 

masyarakat. 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Pemendagri) Nomor 42 Tahun 2015. 

Pada Pasal 3 ditegaskan bahwa Mendagri berwenang mengkoordinasikan 

pencegahan konflik secara nasional, Gubernur pada skala provinsi dan 

bupati/walikota mengoordinasikan pada skala kabupaten/kota. Permendagri 

tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik 

Sosial untuk memaksimalkan pencegahan sebagaimana ditegaskan pada 

Pasal 10. 

f. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 26 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Dalam 

konteks pencegahan sosial, Permensos tersos tersebut mendorong  

penguatan Kampung Keserasian Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 7. 

Permensos tersebut juga mendorong penguatan kepranataan kearifan lokal, 

Penguatan kepranataan kearifan lokal, dan penguatan berketahanan sosial 

komunitas untuk melindungi warga masyarakat dari berbagai risiko 

perubahan sosial. Lebih spesifik lagi, Permensos tersebut mendorong 

pembentukan forum ketahanan sosial komunitas, termasuk membentuk 

relawan sosial masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal II. 

g. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian NRI. Dari aspek pencegahan konflik dalam konteks menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), UU tersebut 

mengamanatkan  Polri ikut menjaga Kamtibmas atas segala  kegiatan dalam 

menjamin keamanan, ketertiban dalam masyarakat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 14 ayat (1). Selanjutnya pada Pasal 41 ayat (1) ditegaskan 

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri bisa meminta 

bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang lebih lanjut diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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h. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota 

Nusantara. Pasal 2 Perpres tersebut menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota 

Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang memiliki 

tanggung jawab atas kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan IKN 

dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara.  Pada 

10 Maret 2022, Presiden Joko Widodo telah melantik Bambang Susantono 

dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota 

Nusantara. 

i. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 

Dijelaskan pada Pasal 5 bahwa  tujuan Intelijen yaitu untuk mendeteksi, 

mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan 

Intelijen untuk memberikan peringatan dini guna mengantisipasi berbagai 

kemungkinan ancaman yang potensial dan nyata terhadap bagi kepentingan 

dan keamanan nasional.  

j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 

Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Peraturan 

Polri tersebut mengamanatkan tentang Bimbingan Penyuluhan Kamtibmas. 

Dalam Pasal 1 Ayat 2 peraturan tersebut menegaskan bahwa bimbingan 

penyuluhan merupakan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan 

penerangan terhadap individu atau kelompok secara terus-menerus agar 

terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna. Sedangkan Ayat 4 

menyinggung tentang kemitraan polisi dengan masyarakat untuk 

memecahkan persoalan sosial yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. 

 

9. Kerangka Teoretis 

Taskap dengan judul Pencegahan Konflik Sosial Guna Mendukung 

Pengamanan IKN ini menggunakan tiga teori yang relevan dengan pencegahan 

konflik, yakni: 

a. Teori Deteksi Dini 

Early detection atau deteksi dini konflik sosial dilakukan dengan cara 

menggali informasi keberadaan dan aktivitas komunitas-komunitas di tengah 

masyarakat. Kemudian mengidentifikasi potensi terjadinya konflik seperti adanya 

prasangka negatif berbau SARA. Langkah selanjutnya mendalami gejala 
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munculnya pengelompokkan warga, baik berbasis suku, profesi, partai politik, 

mayoritas-minoritas, strata sosial dan ideologi. Berikutnya adalah mendeteksi 

pengaruh elite lokal dan perebutan pengaruh antar elite lokal yang berpotensi 

memicu gesekan sosial.20 Sejalan dengan itu, teori Conflict Early Warning and 

Early Response System (CEWERS) menekankan pendeteksian dini konflik sosial 

melalui profiling wilayah objek konflik, menggali aspek geografis, demografis, 

sejarah, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Termasuk mendalami faktor dan 

kronologis terjadinya konflik di suatu wilayah tertentu.21 

b. Teori Pre-emtif dan Preventif 

Teori pencegahan konflik ini mengacu pada pandangan M. Ali Zaidan. 

Selain menjadi rujukan dalam penanggulangan tindak kriminal, teori tersebut juga 

relevan dalam pencegahan konflik sosial dengan menggunakan pendekatan pre-

emtif dan preventif. Pre-emtif merupakan langkah awal pihak berwenang dalam 

pencegahan konflik sosial melalui penanaman nilai dan norma-norma yang 

diinternalisasikan dalam individu maupun masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dan 

norma-norma baik yang sudah terintenaliasi tersebut bisa mencegah niat 

seseorang atau kelompok untuk menciptakan kekacauan sosial meski ada 

kesempatan. Aktor yang terlibat dalam memberikan pencerahan nilai-nilai dan 

norma-norma tersebut yaitu penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat 

media massa, sehingga muncul kesadaran masyarakat yang tidak mudah 

terprovokasi dan terlibat dalam konflik sosial. Selanjutnya setelah pre-emtif, 

adalah pendekatan preventif dengan menghilangkan kesempatan untuk 

melakukan kejahatan atau konflik sosial. Pendekatan preventif bisa dilakukan 

dengan upaya penyuluhan hukum terhadap individu maupun kelompok 

masyarakat sehingga muncul kesadaran hukum dalam rangka pencegahan konflik 

sosial.22 

c. Teori Kohesi Sosial 

                                                           
20.Sumarsono et all. 2003. Deteksi Dini Konflik Antar Budaya. Jakarta: Kementerian Kebudayaan 
dan Pariwisata. h. 13. 
21 CEWERS. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di 
Indonesia. Jakarta: Peace Through Development (PTD)-Bappenas. h. 28-29 
22.I gusti Agung Ayu Rizki Alvionita. 2022. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jawa 
Tengah: Lakeisha, h. 67-69 
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Kohesi sosial merupakan faktor penting dalam menciptakan keamanan 

sosial dalam rangka mencegah timbulnya tindak kekerasan sosial. Teori ini 

merujuk pada pandangan Malinowski bahwa keutuhan sosial terjadi bila dilandasi 

keuntungan timbal balik atau reciprocity di bawah prinsip-prinsip hukum (legal). 

Hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin di masyarakat membawa pada 

kondisi hubungan saling menguntungkan sehingga mendukung suasana 

kehidupan harmoni dan damai. Modal sosial seperti trust atau saling percaya, 

tolong menolong, dan gotong royong merupakan faktor perekat kohesi sosial antar 

komponen bangsa di mana masing-masing pihak saling memahami perbedaan 

kultural dan struktural. Menurut Talcott Parsons, kohesi sosial bisa terwujud 

dengan sejumlah syarat. Pertama, adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama. 

Kedua, nilai-nilai yang dilembagakan menjadi norma-norma sosial. Ketiga, nilai-

nilai yang dijiwai, dijalankan dan menjadi motivasi oleh pribadi-pribadi.23 

 

10. Data dan Fakta 

Pada bab awal Taskap ini telah disinggung secara singkat kondisi sosial 

Kalimantan Timur secara umum, dinamika sosial, dan potensi-potensi pemicu 

konflik sosial, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ini sejalan dengan 

catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa 

salah satu ancaman gangguan pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara 

adalah konflik sosial.24 Adapun data dan fakta terkait pencegahan konflik sosial 

pada aspek pre-emtif (pencegahan dini/awal) dan preventif (pencegahan lanjutan) 

sebagai berikut: 

 

1. Aspek Pre-emtif 

a. Lemahnya Postur Kelembagaan Badan Otorita IKN. Sejauh ini, struktur 

kelembagaan Badan Otorita IKN, sebagaimana tertuang dalam Perpres 

Nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita IKN belum mengakomodir dinamika 

sosial di kawasan IKN. Faktanya, struktur kelembagaan Badan Otorita IKN 

                                                           
23.Muhammad Faisal. 2021. Etos Kerja dan Modal Sosial Dalam Perspektif Sosiologis. Sumatera 
Barat: CV. Azka Pustaka. h. 41-59. 
24.Ada 8 Potensi Ancaman Pertahanan dan Gangguan di IKN, Pemerintah Siapkan Mitigasi. 2022. 
https://www.liputan6.com/news/read/4901447/ada-8-potensi-ancaman-pertahanan-dan-gangguan-
di-ikn-pemerintah-siapkan-mitigasi. Diakses, Selasa  10 Mei pukul 18:5 WIB. 

https://www.liputan6.com/news/read/4901447/ada-8-potensi-ancaman-pertahanan-dan-gangguan-di-ikn-pemerintah-siapkan-mitigasi
https://www.liputan6.com/news/read/4901447/ada-8-potensi-ancaman-pertahanan-dan-gangguan-di-ikn-pemerintah-siapkan-mitigasi
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hanya terdiri dari Kepala dan Wakilnya dibantu oleh perangkat Otorita Ibu 

Kota Nusantara. Artinya, belum ada lembaga khusus untuk menjangkau 

persoalan sosial seiring berjalannya pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di 

sisi lain, berdasarkan indepth investigation Project Multatuli, ditemukan 

bahwa proyek bendungan intake yang dibangun guna memenuhi kebutuhan 

air bersih di IKN sudah meresahkan warga Kecamatan Sepaku. Aktivitas 

alat-alat berat proyek tersebut telah menutupi sungai yang menjadi ruang 

hidup mereka. Hal ini semakin memperdalam keresahan warga dan rasa 

ketersingkiran (marginalisasi) mereka, sehingga membutuhkan pendekatan 

khusus untuk mencari jalan keluar sedini mungkin. Khusus di Kecamatan 

Sepaku yang menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, terdapat 

sekitar 50% penduduk merupakan Suku Balik, sisanya Suku Bugis dan 

Jawa.25 

b. Lemahnya Kelembagaan Tim Transisi IKN. Tim ini memang sudah terbentuk 

dan mempunyai tugas mendukung persiapan, pembangunan dan 

pemindahan IKN. 26 Pada bidang sosial, Tim Transisi IKN mempunyai 

Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun, faktanya 

kerja-kerja koordinasi bidang sosial dan pemberdayaan belum mengakar ke 

bawah (masyarakat, LSM, dan tokoh adat). Sedangkan dinamika sosial di 

IKN sebagaimana dijelaskan pada poin (a) di atas terus berkembang. 

Termasuk adanya keresahan Suku asli Penajam Paser Utara (PPU), yakni 

Suku Paser Balik, khawatir tersingkir dari tanah leluhurnya karena patok-

patok wilayah IKN menerobos tanah adat. Kondisi ini perlu diwaspadai dan 

diantisipasi sedini mungkin menyusul adanya warning Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara (AMAN) bahwa ancaman konflik sosial berpotensi 

melibatkan 16.800 warga dari 21 masyarakat adat di sekitar kawasan IKN.  

c. Belum Adanya Pemetaan Wilayah Rawan Konflik. Meski Bappenas telah 

mengakui bahwa salah satu ancaman gangguan pertahanan dan keamanan 

di IKN Nusantara adalah konflik sosial sebagaimana telah disampaikan 

                                                           
25.Nestapa Suku Balik: Dulu Hutannya Digunduli, Kini Hidupnya Digusur IKN. 
https://projectmultatuli.org/nestapa-suku-balik-dulu-hutannya-digunduli-kini-hidupnya-digusur-ikn/. 
Diakses pada Sabtu 20 Agustus 2022, pukul 05:17 WIB. 
26 Salinan Keputusan Menteri Sekretariat Negara Nomor 105 Tahun 2022.  
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sebelumnya, namun faktanya sejauh ini belum ada pemetaan wilayah rawan 

konflik yang menjadi prasyarat bagi pencegahan dini konflik sosial. Padahal 

konflik kerap terjadi di kawasan proyek strategis nasional, apalagi di Ibu 

Kota Nusantara yang dipastikan akan menjadi magnet migrasi penduduk 

secara masif. Pemetaan potensi konflik karena IKN sangat penting karena 

wilayah tersebut memiliki rekam jejak terjadinya gejolak sosial. Pada April 

2021 terjadi konflik antardua kelompok warga di kawasan penyangga IKN 

tepatnya di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kabupaten 

Samarinda, Kaltim. Konflik tersebut dipicu oleh perebutan lahan. Konflik 

yang diawali adu mulut tersebut menewaskan satu orang tewas, dan enam 

orang lainnya mengalami luka-luka.27 Sebelumnya, pada awal Februari 

2021, juga terjadi kasus pembunuhan yang melibatkan dua etnis Dayak dan 

Madura di Kutai Barat yang kemudian bergeser pada isu SARA. Tersangka 

kemudian diamankan aparat kepolisian Polres Kutai Barat, kasus tersebut 

kemudian berkembang ke isu SARA melalui narasi-narasi negatif di media 

sosial yang diwarnai tagar etnis Madura, Dayak, dan Sampit.28  

d. Belum Adanya Rencana Aksi Pencegahan Konflik. Pemerintah memang 

berupaya mengantisipasi terjadinya konflik di kawasan Ibu Kota Nusantara, 

khususnya konflik lahan. Namun, faktanya sejauh ini belum dirumuskan dan 

disusun rencana aksi pencegahan konflik sosial. Pemerintah hanya 

memastikan akan menghindari pengambilan atau pengelolaan secara paksa 

lahan untuk kepentingan Ibu Kota Nusantara guna menghindari gesekan 

dengan masyarakat.29 Di sisi lain data Konsorsium Pembaruan Agraria 

(KPA) mengungkapkan bahwa terjadi kasus tumpang tindih penguasaan 

lahan IKN, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar 1,22 juta 

hektare atau 46% di antaranya mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) tumpang tindih. Pun di Penajam Paser Utara di mana sekitar 218 

                                                           
27.Sri Handoko Taruna. 2022. Peta Konflik Sosial di Daerah. Paparan Direktorat Kewaspadaan 
Nasional Kemendagri Pada Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Perempuan Perdamaian. 
28.Mengurut Kasus Pembunuhan di Kutai Barat: Sama Sekali Bukan SARA. 
2021.https://tirto.id/mengurut-kasus-pembunuhan-di-kutai-barat-sama-sekali-bukan-sara-gadG. 
Diakses, Rabu 15 Juni, pukul 19:45 WIB. 
29.Cegah Konflik Agraria di IKN Nusantara, Ini Langkah Pemerintah. 2022.  
https://money.kompas.com/read/2022/03/24/210120226/cegah-konflik-agraria-di-ikn-nusantara-ini-
langkah-pemerintah?page=all. Diakses 10 Agustus 2022 pukul 20:15 WIB. 
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ribu hektare atau 67% di antaranya dinilai mengalami masalah tumpang 

tindih.30 Potensi konflik lahan juga berpotensi terjadi antara masyarakat 

dengan pengusahaan, dan konflik batas wilayah antarpemerintah daerah 

maupun antarmasyarakat, terutama di kawasan penyangga IKN (Kota 

Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai 

Kartanegara). 

2.  Aspek Preventif: 

a. Lemahnya Sosialisasi Pembangunan IKN. Bagi sebagian warga Kecamatan 

Sepaku, fenomena penggusuran dan ketersingkiran suku asli di Jakarta 

yang mereka lihat di tayangan televisi, menghadirkan trauma tersendiri, 

sehingga mereka khawatir, resah atas pembangunan IKN. Di sisi lain, ada 

sisi kelemahan pemerintah dalam sosialisasi pembangunan IKN, baik di 

Kelurahan Sepaku maupun di Desa Bumi Harapan yang menjadi Kawasan 

Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal ini juga diakui oleh Kepala Desa Bumi 

Harapan bahwa pihaknya memang tidak diberikan waktu dan kesempatan 

yang cukup untuk mensosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan 

IKN.31 Faktanya memang terjadi gugatan hukum terhadap UU IKN yang juga 

tak lepas dari lemahnya sosialisasi. 

b. Belum Optimalnya Kemapuan Komunikasi Aparat Keamanan. Fakta adanya 

protes warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku atas kedatangan 

aparat keamanan yang tiba-tiba memasang patok peringatan "Dilarang 

Merusak" di kawasan inti IKN juga menunjukkan ada persoalan SDM pada 

aspek komunikasi.32 Artinya, kemampuan aparat untuk berkomunikasi 

berdasarkan nilai-nilai budaya dengan masyarakat di sana harus menjadi 

catatan penting, sehingga menjadi nilai tambah bagi terciptanya harmoni 

sosial di Ibu Kota Nusantara. Apalagi direncanakan ada 60.000 aparatur sipil 

                                                           
30.KPK Terus Bergerak Bongkar Sindikat Bagi-bagi Lahan di IKN Nusantara. 2022. 
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/03/2022/kpk-terus-bergerak-bongkar-
sindikat-bagi-bagi-lahan-di-ikn-nusantara/. Diakses 27 Maret 2022 pukul 20:15 WIB. 
31.‘Nanti Kita Kayak Ondel-Ondel, Ngamen di Lampu Merah’: Penggusuran & Krisis Iklim di Balik 
Jargon ‘Green City’ IKN. https://projectmultatuli.org/nanti-kita-kayak-ondel-ondel-ngamen-di-lampu-
merah-penggusuran-krisis-iklim-di-balik-jargon-green-city-ikn/. Diakses 20 Agustus 2022, pukul 
9:45 WIB. 
32.Pemasangan Patok IKN Buat Warga Penajam Syok, Rania Bongkar Arogansi Polisi dan 
Pemerintah.https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/05/28/pemasangan-patok-ikn-buat-warga-
penajam-syok-rania-bongkar-arogansi-polisi-dan-pemerintah. Diakses pada Kamis 11 Agustus 
2022, pukul 20:17 WIB. 

https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/03/2022/kpk-terus-bergerak-bongkar-sindikat-bagi-bagi-lahan-di-ikn-nusantara/
https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/03/2022/kpk-terus-bergerak-bongkar-sindikat-bagi-bagi-lahan-di-ikn-nusantara/
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negara dari unsur TNI dan Polri akan dinpidah ke IKN pada gelombang 

pertama tahun 2024. Hal ini perlu dipersiapkan untuk menghindari friksi 

sosial antara aparat keamanan dengan penduduk di Ibu Kota Nusantara. 

c. Lemahnya Koordinasi Badan Otorita IKN dengan Pemkab Penjam Paser 

Utara. Fakta lemahnya koordinasi antara kedua belah pihak tersebut 

disampaikan dan dikeluhkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam 

Paser Utara Hamdan Pongrewa yang masih menginginkan ada ruang 

diskusi yang ideal dengan Badan Otorita IKN Nusantara untuk 

membicarakan banyak hal, baik menyangkut persiapkan pemindahan 

merespon dinamika sosial di IKN, khususnya di Kecamatan Sepaku.33 

d. Belum Adanya Desain Membangun Kohesi Sosial di IKN. Ibu Kota 

Nusantara sebagai The Center Of Gravity diharapkan menjadi kota inklusif 

dan menjadi simbol kebhinnekaan. Namun sampai saat ini belum ada 

rumusan rancang bangun atau desain sosial di IKN. Hal ini kemudian 

mendapat sorotan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan memberi 

masukan agar pemerintah tidak hanya fokus pada desain fisik dan 

infrastruktur pemerintahan semata, namun juga desain sosial.34 

Merumuskan desain sosial untuk menciptakan kehidupan yang damai di IKN 

juga harus menjadi salah satu prioritas. Hal ini tak lain karena ada 5 etnis 

besar bermukim di Kaltim dengan persentase jumlah pendatang 73%. 

Mereka notabene transmigran yang datang semenjak tahun 1970-an hingga 

1980-an, dengan persentase Suku Jawa sebanyak 30.2%, Dayak 9,3%, 

Bugis 20.6%, Banjar 12.4% dan Suku Kutai sebanyak 7,7%.35 

Perkembangan dinamika komposisi etnis di Kaltim juga bisa dilihat via data 

BPS 2000-2010, di mana pada periode tersebut dua suku mendominasi 

                                                           
33.Pemkab Penajam inginkan ada ruang diskusi bersama Badan Otorita IKN. 
https://kalteng.antaranews.com/berita/550437/pemkab-penajam-inginkan-ada-ruang-diskusi-
bersama-badan-otorita-ikn. Diakses pada Selasa 9 Agustus 2022, pukul 18:00 WIB. 
34.PBNU Tegaskan Ingin Ikut Bangun Desain Sosial IKN Nusantara. 2022. 
https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/18/02/2022/pbnu-tegaskan-ingin-ikut-bangun-desain-
sosial-ikn-nusantara/. Diakses pada Rabu 10 Agustus 2022, pukul 23:12 WIB. 
35.Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu 
Kota Negara. Jakarta: PPN/Bappenas. h. 105. 
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Jawa (pada urutan paling atas pada tahun 2000) dan suku Bugis (naik ke 

posisi dua pada 2010).36  

 

 

(Gambar 2:Tabel dinamika komposisi suku di Kalimantan Timur tahun 2000 – 2010 (BPS). Sudah diolah) 

 

Memang, karakteristik masyarakat Penajam Paser Utara cenderung terbuka 

dan ramah. Namun ke depan, ledakan migrasi penduduk yang membawa 

kebudayaan masing-masing berpotensi memicu konflik sosial,37 terutama 

konflik antaretnis pendatang dengan penduduk lokal. Di sisi lain, BPS 

Kalimantan Timur pada 2021 mencatat pertumbuhan populasi per 

September 2020 sebanyak 3,77 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk sejak 

tahun 2010 meningkat menjadi 737.552 jiwa, dengan rata-rata per tahun 

sebanyak 73.755 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2020 

adalah sebesar 2,13%. Persoalannya adalah, Kaltim hingga saat ini masih 

pada masa bonus demografi di mana sebanyak 70,28% penduduknya pada 

usia produktif pada tahun 2020. Inilah tantangan ke depan, yakni bagaimana 

mereka dilibatkan dalam proses pembangunan IKN untuk menghidari 

kecemburuan sosial.38  

 
 

11.  Lingkungan Strategis  

Dinamika lingkungan strategis (lingstra) global, regional, dan nasional yang 

semakin dinamis di satu sisi memang menawarkan berbagai peluang. Namun, di 

sisi lain juga memunculkan berbagai kendala, yakni semakin rumitnya upaya 

pencegahan konflik sosial di Tanah Air. Rentetan kasus konflik sosial dalam tiga 

                                                           
36.Agus Joko Pitoyo et. all. 2017. Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia Dalam Konteks 
Persatuan Negara. Jurnal Populasi, Volume 25 Nomor 1, h. 71. 
37.Asa Bintang Kapiarsa. 2020. Penanganan Potensi Ancaman Terorisme di Ibu Kota Baru 
Indonesia. Unhan: Bogor. Jurnal Manajemen Pertahanan. Vol 6 No 2. h. 27. 
38.Sensus Penduduk 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,77 Juta Jiwa. 
2021. https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatat-
jumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html. Diakses 16 Juni 2022, pukul 
17:13 WIB. 
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tahun terakhir sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan 

adanya pengaruh lingstra tersebut, baik global, regional dan nasional pada seluruh 

aspek-aspek astagatra, yakni gatra statis meliputi demografi, geografi dan sumber 

kekayaan alam ataupun gatra dinamis yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini merupakan konsekuensi NKRI 

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang multikultur dan terdiri dari pulau-

pulau yang membentang dari Sabang di ujung barat (ujung timur Samudera 

Hindia) sampai Merauke di ujung timur (ujung barat Samudera Pasifik). Untuk itu, 

dinamika lingstra yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, terhadap meningkatnya tensi konflik sosial di Kaltim perlu diidentifikasi 

yang meliputi: 

a. Global. Pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pembangunan 

IKN dalam kaitannya dengan dinamika sosial di Kalimantan Timur adalah 

dinamika geopolitik global saat ini, yakni gencarnya sorotan aktivis 

lingkungan global dan berbagai jaringannya soal isu lingkungan dan 

pangan, dalam kaitannya dengan proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air. 

Greenpeace misalnya, menilai keputusan relokasi IKN ke Kalimantan Timur 

akan menciptakan berbagai masalah-masalah lingkungan di ibu kota baru 

ke depan, sebagaimana beban ekologi dan sosial yang dialami Jakarta saat 

ini.39 Kritik Greenpeace tersebut telah diikuti oleh Walhi dan lainnya bisa 

mempengaruhi pola pikir masyarakat di Kaltim yang bisa berujung pada 

perlawanan sosial. Ini bisa dilihat pada kasus penolakan pabrik semen 

Kendeng, Jawa Tengah, yang juga mendapat dukungan aktivis lingkungan 

Solidaritas Asia Pasifik.40 Begitu juga bentrokan antara aparat dengan 

warga pada proyek pembangunan Bendung Benner di Wadas, Kecamatan 

Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, di mana warga setempat 

mendapat advokasi dan pendampingan dari aktivis lingkungan untuk 

melakukan perlawanan sosial. Secara psikologis, upaya agitasi dan 

                                                           
39.Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia ke 
Kalimantan Timur. 2019. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran pers/3652/tanggapan-
greenpeace-indonesia-terhadap-rencana-pemindahan-ibu-kota-indonesia-ke-kalimantan-timur/. 
Diakses Senin, 13 Juni 2022, pukul 17:45 WIB. 
40.Solidaritas Asia Pasifik Dukung Petani Kendeng Perjuangkan Alam Lestari. 2018. 
https://www.mongabay.co.id/2018/09/12/solidaritas-asia-pasifik-dukung-petani-kendeng 
perjuangkan-alam-lestari/. Diakses Senin, 13 Juni 2022, pukul 22:00 WIB. 
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propaganda aktivis lingkungan berpeluang bisa mempengaruhi atas 

penolakan terhadap pembangunan IKN, karena saat ini memang terjadi 

krisis pangan dunia akibat kondisi geopolitik global akibat perang Rusia vs 

Ukraina. Sebanyak 22 negara mengambil kebijakan larangan ekspor. 

Presiden Jokowi pun telah memberikan warning agar Indonesia berhati-hati 

menghadapi krisis pangan global tersebut.41 

 

b. Regional. Dinamika politik dan demokrasi pada tingkat regional juga ada 

beberapa hal yang mendatangkan pengaruh baik langsung maupun tak 

langsung sebagaimana berikut: 

  1. Asia Pasifik. Munculnya pakta-pakta baru yang diinisiasi China vs 

Amerika Serikat semakin menambah kerawanan keamanan kawasan 

tersebut. Kedua negara itu masih ngotot dengan ambisinya masing-

masing. Belum lama ini Beijing berhasil ‘menyeret’ Kepulauan Solomon 

untuk menandatangani pakta keamanan dengan China. Ini Kemudian 

memicu reaksi AS dan aliansinya, termasuk Australia, Jepang dan 

Selandia Baru.42 Sementara itu, Joe Biden membuat manuver tandingan 

dengan membentuk kesepakatan melalui Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik 

atau (Indo Pacific Economic Framework/IPEF) yang terdiri dari 13 

negara, termasuk Australia, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara 

anggota ASEAN. Di sisi lain, Taiwan masih menjadi hotspot atau titik 

panas di kawasan. Belum lama ini sebanyak 29 pesawat tempur militer 

China berikut pesawat bomber nuklir masuk ke zona identifikasi 

pertahanan (ADIZ) Taiwan pada 22 Juni 2022. Ini merupakan reaksi 

Beijing atas statement Washington bahwa akan pasang badan membela 

Taiwan secara militer jika China melancarkan invasi wilayah Taiwan. 

Ketegangan dan manuver dua negara adidaya tersebut bisa berdampak 

pada kawasan Asia Tenggara, termasuk NKRI. 

                                                           
41.Jokowi: Sudah 22 Negara Stop Ekspor Pangan, Hati-Hati. 2022. 
https://bisnis.tempo.co/read/1600836/jokowi-sudah-22-negara-stop-ekspor-pangan-hati-hati. 
Diakses Minggu, 12 Juni, pukul: 22:12 WIB.  
42.China is pursuing a Pacific-wide pact with 10 island nations on security, policing and data–report. 
2022. https://www.theguardian.com/world/2022/may/25/china-is-pursuing-a-pacific-wide-pact-with-
10-island-nations-on-security-policing-and-data-report. Diakses pada Kamis 23 Juni, pukul 20:45 
WIB. 
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2. ASEAN. Perkembang politik dan keamanan di sejumlah negara ASEAN 

masih berlangsung dinamis. Ini tidak hanya terjadi di Myanmar 

pascakudeta militer, mamun juga terjadi di Filipina dimana anak mantan 

penguasa diktator Filipina, Marcos Jr menang pada Pilpres Filipina 2022. 

Kondisi demokrasi di Filipina tersebut dikhawatirkan meresahkan 

gerakan kelompok radikal pro-ISIS, seperti MILF (Front Pembebasan 

Islam Moro), Abu Sayyaf, dan Maute. Sebagaimana diketahui, pada 

masa kepemimpinan Marcos, ia mengambil kebijakan yang sangat ketat 

terhadap para pemberontak. Jika ini terjadi maka akan menambah 

kerentanan terhadap Kaltim, terutama IKN, mengingat letak geografis 

Kaltim cukup dekat dengan Sulu, Palawan dan Mindanau yang juga 

merupakan sarang kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF). 

   

c. Nasional. Pada konteks pengaruh lingkungan strategis nasional dalam 

kaitannya dengan pencegahan konflik sosial dan keamanan di kawasan 

IKN di Kaltim, maka perlu dilihat berdasarkan gatra, baik statis maupun 

dinamis, yakni:  

1. Geografi. Kaltim merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua 

dengan topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, 

dengan ketinggian sekitar 0-1500 meter di atas permukaan laut, 

kemiringan berada di kisaran 0-60%. Kaltim mempunyai daerah 

perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian rata-rata di atas 1000 

meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300%. Kondisi 

topografi tersebut sangat berpengaruh persediaan air, dinamika 

hidrologi dan kerentanan ekologi lainnya.43 Terkhusus wilayah IKN di 

Penajam Paser Utara yang terletak di tengah-tengah Indonesia, 

persisnya pada 116°19'30" dan 116°56'35" Bujur Timur dan antara 

00°48'29" dan 01°36'37" Lintang Selatan. Secara geografis, wilayah 

tersebut punya kelemahan dari aspek tingkat kesuburan dibanding 

Pulau Jawa dan Sumatera karena tidak memiliki gunung (Sa’dianoor, 

2022, h. 270). Kerentanan pada aspek-aspek geografis tersebut perlu 

                                                           
43.Kondisi Wilayah Kaltim, diakses dari laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah, Rabu 8 Juni 2022. 
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dipertimbangkan agar tidak memicu konflik sosial di kemudian hari, 

terutama ketika terjadi migrasi besar-besaran ke Kaltim. 

2. Demografi. Memiliki komposisi penduduk Suku Jawa 30.2%, Dayak 

9,3%, Bugis 20.6%, Banjar 12.4% dan Suku Kutai sebanyak 7,7%, 

maka berarti tantangan pembangunan IKN di Kaltim tidak hanya terletak 

pada tata pembangunan fisik semata, namun juga pada keragaman dan 

komposisi penduduknya. Terutama bagaimana mengantisipasi gesekan 

sosial antara pendatang dengan mereka yang telah lama bermukim di 

kawasan IKN. Apalagi ledakan penduduk di Kaltim pada 2045 diprediksi 

akan meningkat menjadi 11 juta.44 Lebih spesifik lagi, jumlah penduduk 

di Kab. Penajam Paser Utara sebanyak 185 ribu jiwa per Juni 2021 

(BPS). Sedangkan komposisi penduduk di Kecamatan Sepaku 

khususnya di Desa Bumi Harapan sebanyak 80% adalah suku Jawa, 

10% suku asli Paser Balik, 5% suku Bugis dan 5% yang rata-rata 

beraktivitas di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. 45 Ini 

menjadi tantangan, terutama bagaimana menjaga ruang hidup dan 

keseimbangan SDM warga setempat, agar tidak terjadi kecemburuan 

sosial antarpenduduk. 

3. Sumber Kekayaan Alam (SKA). Kaltim secara umum mempunyai 

sumber kekayaan alam meliputi perkebunan dengan luas 3.269.560 ha 

atau 25,67%, pertanian atau hortikultura seluas 412.095 ha, kawasan 

perikanan 91.547 ha atau 0,71%, pariwisata 97.423 ha atau 0,76% dan 

kawasan industri seluas 32.887 ha 0,25%. Sejumlah sektor 

perekonomian tersebut cukup berkontribusi bagi perekonomian Kaltim, 

namun kemudian terdampak pandemi Covid-19 pada 2019-2020 

(Bappeda Kaltim 2021). Ini juga terjadi pada sektor penggalian dan 

pertambangan (batubara, minyak  bumi dan gas bumi) yang memang 

cenderung fluktuatif di mana kontribusinya pada 2020 turun jadi 41,43% 

dari tahun 2019 sebesar 45,60%. 

 

                                                           
44.https://mediaindonesia.com/ekonomi/477633/penduduk-kaltim-bakal-melonjak-jadi-11-juta-gara-
gara-ikn. 
45.Sa’dianoor. 2022. Model  Intelijen Geospasial Pertahanan Negara Lokasi Calon Ibu Kota Baru 
Negara Republik Indonesia. Universitas Pertahanan, h. 272 
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              (Gambar 3: Grafik kinerja sektor pertambangan Kaltim 2015-2020. Sumber Bappeda Kaltim 2021) 

 
Kekayaan alam Kaltim juga terhampar di kawasan IKN Nusantara, 

Penajam Paser Utara, baik itu dari perkebunan, hutan, rawa, ladang, 

rawa, mangrove dan sungai. Ini bisa mendatangkan kesejahteraan jika 

didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang menjadi tantangan 

IKN, karena kawasan tersebut merupakan daerah non-CAT (Cekungan 

Air Tanah).46 Inilah tantangan IKN ke depan di mana akses penduduk 

atas sumber daya air harus dipastikan ada, sebab jika tidak maka akan 

mengulang persoalan di Jakarta terkait ketersediaan air dan bisa 

berdampak sosial. Memang, daya dukung air di wilayah IKN dengan 

luas 256.000 ha sudah terlampaui, namun daya dukung air di IKN 

dikhawatirkan tidak mencukupi ketika terjadi migrasi besar-besaran ke 

wilayah tersebut. 

4. Ideologi. Dengan karakter masyarakat yang terbuka dan beragam, 

Kaltim dan kawasan IKN sangat rentan terhadap ancaman ideologi 

radikal anti Pancasila. Jarak Kalimantan Timur cukup dekat dengan 

Sulawesi Tengah (Sulteng) yang hanya dipisahkan Selat Makassar. 

Sebagaimana kita ketahui Sulteng menjadi basis utama kelompok 

Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, jarak di antara keduanya 

hanya dipisahkan oleh Selat Makassar. Kaltim juga pernah memiliki 

peristiwa kelam terkait serangan teroris, kebaktian di Gereja Oikumene, 

yang berlokasi di Kota Samarinda pada 2016. Selain itu, Kaltim 

dianggap wilayah aman bagi para teroris untuk melarikan diri dari 

pengejaran aparat sebagaimana pelaku bom Bali I Ali Imron 

                                                           
46.Dadang Jainal Mutaqin et al. 2021. Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan 
Ibu Kota Negara. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI, h.20 
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bersembunyi di Pulau Brukang, Kecamatan Anggana, Kutai 

Kartanegara, di kawasan Delta Mahakam pada 2003.47 

5. Politik. Polemik pemindahan IKN ke Kalimantan Timur hingga saat ini 

belum mereda. Dari aspek politik, terjadi pandangan yang berbeda 

antara partai oposisi dengan partai pendukung pemerintah. Oposisi 

menilai pemindahan IKN saat ini belum tepat karena masih dalam 

proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Sementara Pemerintah dan 

partai pendukung memiliki argumen lain, di antaranya adalah 

pemerataan pembangunan yang selama ini cenderung Jawa-Sentris. 

Kontroversi tentang pembangunan IKN dengan berbagai narasi masih 

terus berkembang liar, terutama di media sosial. Tentunya ini akan 

semakin memperdalam polarisasi masyarakat akibat residu pilpres 

sebelumnya, dan bisa berdampak sosial. 

6. Ekonomi. Kaltim memiliki 10 kabupaten/kota dengan potensi sumber 

daya alam yang hampir sama yakni sektor pertanian serta sektor 

pertambangan dan penggalian, tapi belum berdampak pada pemerataan 

ekonomi. Masing-masing wilayah memiliki pendapatan ekonomi yang 

berbeda. Angka PDRB tahun 2018 yang tinggi di dominasi oleh 

beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara 25,46%, 

Kabupaten Kutai Timur 19,9%, Kota Balikpapan 15,09% dan Kabupaten 

Mahakam Ulu 0,40%.48 Terkhusus wilayah daratan Kabupaten Penajam 

Paser Utara memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian, 

perkebunan dan pariwisata serta ecotourism di Desa Bumi Harapan 

Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam.49 

7. Sosial Budaya. Aspek sosial budaya masyarakat Kalimantan Timur 

mengalami perkembangan yang didorong oleh kemajuan teknologi 

informasi. Perkembangan sosial budaya di masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh akses ruang dan lingkungan kegiatan sosial budaya 

yang tersedia. Rancang bangun pembangunan IKN harus melihat 

                                                           
47.Mukhamad Ilyasin et. all. 2017. Penyenbaran Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Timur. 
Samarinda: IAIN Samarinda Press. h. viii 
48.Pemprov Kaltim. 2019. Kajian Analisis Ketimpangan Wilayah. Samarinda: Bappeda Provinsi 
Kalimantan Timur.  h. 2 
49. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Penajam Paser Utara 2018-
2023, h.38  
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kondisi sosial budaya setempat. Termasuk melibatkan mereka dalam 

pembangunan IKN  karena berdasarkan data BPS per Maret 2021, 

bahwa jumlah penduduk miskin di Kaltim mencapai 241,77 ribu jiwa 

atau 6,54% dari total populasi atau meningkat dari 2020 pada bulan 

yang sama sebanyak 230,27 jiwa  atau 6,1%. Sedangkan angka 

penduduk miskin di Penajam Paser Utara sebanyak 12,13 ribu jiwa atau 

7,61% (di atas rata-rata angka kemiskinan di Kaltim). 

8. Pertahanan dan Keamanan. Kerawanan IKN terhadap ancaman tidak 

saja datang dari luar, yakni karena posisi Kalimantan Timur yang 

berhimpitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, choke 

point atau titik sempit dunia dan mendekati Flight Information Region 

(FIR) negara tetangga. Namun, juga tak luput dari ancaman dalam 

negeri, berupa konflik sosial. Memang jika dilihat pada tingkat nasional, 

persentase konflik sosial di Kaltim berada pada peringkat 10 atau 1,64% 

terendah di Indonesia (BPS 2018), sebanyak 17 peristiwa. Namun jika 

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, konflik massal di 

Kaltim tertinggi. Kalteng misalnya sebesar 0,82%, Kaltara 1,04%, Kalsel 

1,05% dan Kalbar 1,4%. Belum lagi nanti jika terjadi migrasi penduduk 

secara besar-besaran ke wilayah IKN. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

12. Umum  

Pecahnya konflik sosial yang berujung pada kekerasan atau amuk massa 

hampir bisa dipastikan karena lemahnya upaya pencegahan konflik sosial yang 

merupakan salah satu  faktor penting untuk stabilitas keamanan dalam setiap 

pembangunan, termasuk di wilayah IKN Nusantara. Untuk itu, pembahasan 

mengenai regulasi, landasan teori, data dan fakta, lingkungan strategis pada Bab 

II menjadi kerangka acuan untuk menganalisis upaya pencegahan konflik sosial 

guna mendukung pengamanan IKN yang akan dibahas pada bab ini. Selanjutnya, 

berdasarkan tiga pertanyaan kajian pada Bab I, maka pada Bab III ini pertama-

tama akan membahas kondisi potensi konflik sosial untuk memberikan gambaran 

tentang dinamika sosial yang selama ini berkembang di kawasan IKN Nusantara. 

Kedua adalah optimalisasi pencegahan konflik sosial di IKN pada aspek pre-emtif 

dan pembahasan yang terakhir adalah optimalisasi pencegahan konflik sosial di 

IKN pada aspek preventif. Ketiganya akan dibahas dan dianalisis sekaligus 

menawarkan strategi penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang sudah 

dipetakan. 

 

13. Kondisi Potensi Konflik Sosial di IKN Saat Ini 

 Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

disahkan DPR RI pada awal Tahun 2022, dinamika sosial di wilayah IKN  terus 

berkembang. Hadirnya UU IKN tersebut disambut gembira berbagai lapisan 

masyarakat Kaltim. Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) misalnya 

menghimbau seluruh putra Kalimantan menyambut IKN dengan menjaga 

kondusifitas, kekompakan dan keamanan. Demikian pula Persekutuan Suku Asli 

Kalimantan Mulawarman Bersatu yang menilai pemindahan IKN Nusantara Kaltim 

merupakan kado terbaik yang akan mampu menciptakan pemerataan ekonomi 
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dan kesejahteraan rakyat.50 Namun, di sisi lain ada dinamika sosial yang terus 

berkembang berupa keresahan, kecemasan, protes, gugatan hukum masyarakat 

terhadap UU IKN dan tuntutan masyarakat Kaltim khususnya di Penajam Paser 

Utara terkait pembangunan IKN Nusantara.  

 Setidaknya ada tiga indikator utama yang menggambarkan kondisi potensi 

konflik sosial di IKN saat ini. Pertama adalah adanya dispute atau pertentangan 

sebagaimana pandangan Kusnadi (2004) bahwa konflik merupakan bentuk 

interaksi yang bersifat antagonistis antar individu maupun kelompok masyarakat.51 

Dalam konteks dinamika sosial di IKN, telah terjadi pertetangan berupa protes 

sejumlah warga saat terjadi pemasangan patok atau plang batas wilayah IKN, 

sebagaimana terjadi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Pemasangan patok dan plang di wilayah IKN tersebut membuat masyarakat adat 

kecewa dan mengklaim bahwa mereka telah menempati tanah tersebut 

berlangsung selama puluhan tahun. Masyarakat kemudian menilai sikap 

pemerintah tersebut sepihak.52 

 Indikator kedua adalah adanya perasaan keterancaman dan ketersingkiran 

(marjinalisasi) masyarakat lokal. Munculnya konflik sosial sangat sulit ditebak. 

Namun, secara umum konflik muncul ke permukaan ketika kepentingan kelompok 

atau individu merasa terancam dan dirugikan. Perasaan keterancaman ini 

merupakan salah satu triggering factor (faktor pemicu) konflik sosial yang juga 

dialami sebagian masyarakat Penajam Paser Utara. Masyarakat merasa 

terganggu dan resah dengan pembangunan IKN, terutama mereka yang belum 

memiliki legalitas atas lahan sebagaimana terjadi di Desa Bumi Harapan, 

Kecamatan Sepaku.  

 Perasaan keterancaman masyarakat Penajam Paser Utara juga terkait 

dengan masa depan mereka jika benar-benar direlokasi pada tempat yang jauh 

                                                           
50.Tokoh Masyarakat Kaltim Sepakat Dukung Pembangunan IKN. 2022. 
https://nasional.tempo.co/read/1561176/tokoh-masyarakat-kaltim-sepakat-dukung-pembangunan-
ikn. Diakses padati 5 Oktober 2022, pukul 19: 35 WIB. 
51 Tim Pokja Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional. Materi pokok BS Tannas. Jakarta: 
Lembaga Ketahanan Nasional RI, h.5 
52.Masyarakat Adat Kecewa Tanahnya Tiba-Tiba Dipatok untuk Proyek IKN. 2022. 
https://www.republika.co.id/berita/r8setx330/masyarakat-adat-kecewa-tanahnya-tibatiba-dipatok-
untuk-proyek-ikn. Diakses pada Kamis 6 Oktober 2022, pukul 01:36 WIB. 
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dengan ruang hidup (kebun, hutan dan sawah) yang mereka garap selama ini.53 

Apalagi pembangunan intake bendungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 

IKN sudah meresahkan warga Kecamatan Sepaku. Aktivitas alat-alat berat proyek 

pembangunan bendungan tersebut telah menutupi sungai yang menjadi ruang 

hidup mereka. Hal ini semakin memperdalam keresahan warga dan rasa 

ketersingkiran (marginalisasi) mereka, sehingga membutuhkan pendekatan 

khusus untuk mencari jalan keluar sedini mungkin. Khusus di Kecamatan Sepaku 

yang menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Di kecamatan tersebut 

terdapat sekitar 50% penduduk merupakan Suku Balik, sisanya Suku Bugis dan 

Jawa.54 Perasaan keterancaman penduduk asli juga berpotensi menguat ketika  

terjadi migrasi besar-besaran penduduk ke IKN. Apalagi jumlah  pengangguran 

relatif lebih tinggi daripada provinsi lainnya di Kalimantan. Data BPS menunjukkan 

persentase jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur turun 2,11% atau sebanyak 

1,85 juta jiwa pada Agustus 2021 dari posisi Februari 2021.55 

 Indikator ketiga adalah potensi munculnya ego kedaerahan atau 

primordialisme seiring munculnya tuntutan dan harapan sejumlah ormas agar 

putra daerah asal Kalimantan dijadikan memimpin IKN karena tidak mau hanya 

menjadi penonton di wilayahnya, sebagaimana disampaikan masyarakat Aliansi 

Borneo Bersatu. Desakan agar putra daerah diangkat menjadi Kepala Badan 

Otorita IKN juga disuarakan Majelis Organisasi Daerah Nasional dengan tujuan 

agar aspirasi masyarakat Kalimantan Timur bisa diakomodir. 56  Primordialisme  

sebagai suatu paham yang menonjolkan rasa kesukuan, ras, dan agama sangat 

berbahaya jika ditunggangi kepentingan segelintir elite politik untuk tujuan 

kekuasaan.57 Potensi munculnya ego kedaerahan harus diwapadai pada momen 

pemilihan kepala daerah, terutama di kawasan penyangga (Penajam Paser Utara 

                                                           
53.Masyarakat Adat di IKN Masih Was-was Dengan Status Tanah Mereka. 
https://betahita.id/news/detail/7826/masyarakat-adat-di-ikn-masih-was-was-dengan-status-tanah-
mereka.html?v=1659314731. Diakses pada Rabu 2 Oktober 2022, pukul 21:57 WIB. 
54.Nestapa Suku Balik: Dulu Hutannya Digunduli, Kini Hidupnya Digusur IKN.  2022. 
https://projectmultatuli.org/nestapa-suku-balik-dulu-hutannya-digunduli-kini-hidupnya-digusur-ikn/. 
Diakses pada Sabtu 20 Agustus 2022, pukul 05:17 WIB. 
55.https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/01/dampak-covid-19-meningkat-
pengangguran-kaltim-naik-683-pada-agustus-2021. Diakses Minggu 18 September 2022. Pukul 
06:15 WIB. 
56.Masyarakat Kaltim Usul Kepala Otorita IKN dari Putra Daerah. 

2022.https://news.detik.com/berita/d-5921536/masyarakat-kaltim-usul-kepala-otorita-ikn-dari-putra-
daerah. Diakses pada Kamis 6 Oktober 2022, pukul 8:12 WIB. 
57 Kun Maryati dan Juju Suryawati. 2006. Sosiologi. Jakarta: ESIS,  h. 51 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/01/dampak-covid-19-meningkat-pengangguran-kaltim-naik-683-pada-agustus-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/01/dampak-covid-19-meningkat-pengangguran-kaltim-naik-683-pada-agustus-2021
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dan Kutai Kartanegara) agar isu-isu putra daerah  harus memimpin bisa diredam 

karena berpotensi memicu gesekan sosial berbau SARA. 

 

14. Optimalisasi Pencegahan Konflik Sosial di IKN Pada Aspek Pre-emtif 

 Upaya pencegahan konflik sosial pada aspek pre-emptif atau pencegahan 

sedini mungkin sebenarnya sudah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Pasal I ayat (3) UU 

tersebut juga memuat definisi pencegahan konflik melalui peningkatan kapasitas 

kelembagaan dan sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai, 

mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam 

potensi konflik melalui pelibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) 

dan masyarakat. Meski demikian, UU yang terbit pada 2012 tersebut tidak merinci 

bagian mana yang termasuk pada aspek pendekatan pre-emtif dan mana yang 

masuk kategori pencegahan preventif, sehingga perlu dipertegas batasan definisi 

dan kategori kedua aspek pencegahan konflik tersebut agar tidak menimbulkan 

kerancuan dalam rangka pencegahan konflik sosial guna mendukung 

pengamanan IKN. 

 Pada Bab I juga dijelaskan definisi pre-emtif, yang berarti berarti mendahului 

(preempt) atau upaya dini dan upaya paling awal sebelum diikuti upaya-upaya 

pencegahan lanjutan. Pendekatan pada aspek pre-emptif tersebut kemudian 

dipertegas lagi pada Bab II, yakni pada bagian landasan teoritis sebagaimana 

disampaikan M. Ali Zaidan bahwa pre-emtif merupakan langkah awal pihak 

berwenang dalam pencegahan tindakan pelanggaran hukum atau konflik sosial. 

Kemudian, untuk menjelaskan lebih konkret lagi terkait hal-hal apa saja yang 

masuk ranah pencegahan pre-emptif, maka dipertegas pula melalui teori 

pencegahan dini konflik sosial Conflict Early Warning and Early Response System 

(CEWERS).  

 Berdasarkan kajian regulasi, landasan teori, data dan fakta, lingkungan 

strategis pada Bab II dalam upaya pencegahan konflik sosial untuk mendukung 

pengamanan IKN, maka ditemukan gap atau celah ketidakoptimalan karena 

adanya kelemahan pada aspek pre-emtif, yakni lemahnya postur kelembagaan 

Badan Otorita IKN, lemahnya kelembagaan Tim Transisi IKN, belum adanya 
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pemetaan wilayah rawan konflik dan belum adanya rencana aksi pencegahan 

konflik. Untuk itu perlu upaya sebagai berikut: 

 

a. Mempekuat Postur Kelembagaan Badan Otorita IKN 

 Postur kelembagaan Badan Otorita IKN belum lengkap dan ideal untuk 

menjawab dinamika sosial di wilayah ibu kota. Presiden Joko Widodo 

memang telah menandatangani enam aturan turunan dari UU Nomor 3 

Tahun 2022 tentang IKN yang menjadi pijakan pembangunan IKN. Meski 

demikian, enam aturan turunan yang terdiri dari dua Perpres dan empat PP 

(peraturan pemerintah) belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan 

pencegahan konflik sosial di IKN, sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) 

terkait kapasitas lembaga pencegahan konflik. Aspek kelembagaan dan 

struktur organisasi Otorita IKN sudah disinggung dalam Pasal 4 Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 62 tahun 2022 tentang IKN, namun demikian 

belum adaptif atau belum seimbang dengan visi Ibu Kota Nusantara sebagai 

miniatur Kebhinekaan Indonesia yang mensyaratkan desain sosial yang 

kokoh.  

 Perpres tersebut secara umum hanya menyinggung posisi Kepala Otorita 

IKN dan Wakilnya yang dibantu oleh Perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara 

yang terdiri atas: Sekretariat Otorita IKN, Deputi Kepala Otorita IKN dan Unit 

Satuan Kerja Hukum serta Kepatuhan Otorita IKN. Artinya, belum ada 

kelembagaan khusus yang fokus merespons dinamika potensi konflik sosial 

di IKN. Jika kelembagaan Badan Otorita tidak segera dilengkapi dan 

dibenahi, maka akan berdampak pada gamangnya Badan Otorita IKN dalam 

menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan sosial di Ibu Kota 

Nusantara. Kelembagaan khusus yang fokus pada bidang sosial sangat 

urgen di IKN sebagai bagian dari aspek pre-emtif. Apalagi IKN diinginkan 

sebagai miniatur kehidupan Bhinneka Tunggal Ika yang telah disimbolkan 

melalui prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia, 

sekaligus menandakan bahwa IKN juga merupakan lambang persatuan 

antaretnis dan suku bangsa Indonesia. 
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(Gambar 4: Struktur Kelembagaan Badan Otorita IKN/Foto lembar salinan Perpress Nomor 62 Tahun 2022 Tentang IKN) 

 

 Berdasarkan analisis di atas maka upaya yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Membentuk lembaga khusus bidang sosial, sebagaimana diamanatkan 

Perpres RI Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu 

Kota Nusantara. Pasal 3 Perpres tersebut menyinggung tentang 

pembentukan kelembagaan, kerja sama antardaerah, hingga partisipasi 

masyarakat. 

2. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 42 

Tahun 2015, apalagi Badan Otoritas IKN dirancang mempunyai 

kewenangan khusus setingkat provinsi. Keberadaan tim tersebut akan 

mampu memaksimalkan upaya-upaya pencegahan konflik di kawasan 

IKN. Keberadaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sangat urgen 

di tengah proyek pembangunan IKN yang sedang berlangsung, sehingga 

relasi dan koordinasi antara Badan Otorita IKN dengan Pemkab Penajam 

Paser Utara dan daerah penyangga yang meliputi Kota Balikpapan, Kota 

Samarinda, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berjalan maksimal. 
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3. Melibatkan Kepala Badan Otorita, Kapolda Kaltim, 

Pangdam/Danrem/Kepala Satuan, Kabinda, hingga Kesbangpol dalam 

Keanggotaan Tim Terpadu pencegahan konflik sosial di IKN. 

4. Membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kebangspol) dalam 

struktur kelembagaan Badan Otorita IKN yang dilengkapi dengan struktur 

organisasi bidang Integrasi Bangsa, bidang Budaya dan Politik, bidang 

Kewaspadaan dan Bidang Pencegahan Konflik, sehingga upaya-upaya 

pencegahan potensi konflik dan membangun suasana damai di IKN 

mampu menjangkau level kecamatan, kelurahan, jaringan ormas, LSM 

dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan. Terutama 

menjangkau pihak-pihak yang berpotensi berkonflik dengan Badan Otorita 

IKN. Dengan adanya kelembagaan tersebut pada Badan Otorita IKN, 

maka kebijakan teknis untuk mencegah terjadinya konflik dan menjaga 

suasana damai dapat dirumuskan, terutama menyangkut kebijakan di 

bidang pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, 

pemeliharaan Sosbud (sosial dan budaya), dan pembinaan kerukunan 

antarsuku, umat beragama dan ras di IKN.  

Melalui penguatan kelembagaan Badan Otorita IKN tersebut, maka 

eksekusi kebijakan pencegahan hingga level terbawah dapat berjalan 

maksimal, sehingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban bisa 

dicegah. Penguatan kelembagaan bidang sosial Badan Otorita IKN akan 

memperkuat rantai komunikasi dan komando birokrasi untuk 

mengeksekusi kebijakan pencegahan konflik sosial sebagaimana amanat 

Perpres RI Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu 

Kota Nusantara. 

 

b. Memperkuat Postur Kelembagaan Tim Transisi IKN 

Belum optimalnya aspek pre-emtif dalam rangka pencegahan konflik 

sosial ini juga tercermin dalam struktur kelembagaan Tim Transisi Ibu Kota 

Negara yang dibentuk pemerintah untuk mendukung kelancaran dan 

percepatan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, 

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik 
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Indonesia No. 105/2022. Dalam desain kelembagaan Tim Transisi tersebut, 

pemerintah cenderung memprioritaskan pengembangan infrastruktur 

kawasan IKN melalui investasi daripada aspek sosial. Hal ini tercermin dari 

struktur kelembagaan Tim Transisi IKN yang telah disusun. Misalnya, Bidang 

Koordinasi Investasi dengan struktur yang lengkap meliputi Ketua, Wakil 

Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III. Begitu juga pada Bidang Koordinasi 

Transformasi Teknologi dan Inovasi yang terdiri dari unsur Ketua, Wakil 

Ketua I, Wakil Ketua II. 

 

 

(Gambar 5: Struktur Tim Transisi IKN/Sumber Kep. Mensesned No. 105/2022/Sudah diolah) 

 

Sedangkan pada Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat hanya terdiri dua posisi jabatan Ketua dan Wakil Ketua saja. 

Padahal, kelembagaan Bidang Sosial Tim Transisi semestinya menjadi salah 

satu prioritas, sehingga desain sosial di IKN ke depan sesuai rencana, tanpa 

kendala friksi sosial yang berarti. Artinya, postur kelembagaan tim transisi 

tersebut belum menjawab dinamika sosial dan potensi konflik di IKN yang 

terus berkembang, terutama jika melihat keragaman etnis, keresahan dan 

kekhawatiran warga, serta konflik lahan di IKN. 



35 
 

 Berdasarkan analisis di atas maka upaya yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Melibatkan Kementerian Sosial terutama Direktorat Pemberdayaan Sosial 

dan Kementerian Ketenagakerjaaan dalam struktur kelembangaan Tim 

Transisis IKN pada Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat. Hal ini karena ke depan akan terjadi migrasi besar-besaran 

dan sangat dimungkinkan terjadi persaingan SDM yang berujung pada 

kecemburuan sosial, sehingga pembangunan kualitas SDM penduduk asli 

di Kaltim, khususnya di Penajam Paser Utara perlu diperkuat agar 

berdaya saing tinggi. Untuk itu perlu pelibatan Direktorat Pemberdayaan 

Kemensos yang berwenang dalam merumuskan, melaksanakan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan memberi bimbingan 

teknis pada bidang pemberdayaan sosial, baik secara perorangan, 

keluarga dan kelembagaan. Demikian pula dengan pelibatan Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam membangunan SDM, baik pelibatan SDM dalam 

pembangunan IKN yang sedang berjalan, maupun SDM pada sektor 

pertanian di mana kawasan perkebunan di Kaltim yang mencapai 

3.269.560 ha, pertanian atau hortikultura seluas 412.095 ha, kawasan 

perikanan 91.547 ha, pariwisata 97.423 ha atau 0,76%, dan kawasan 

industri seluas 32.887 ha. 

 Struktur Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

hanya terdiri Ketua dan Wakil Ketua, sehingga tidak cukup ideal untuk 

menghadapi dinamika sosial di Kawasan IKN. Bidang koordinasi sosial 

tim transisi tersebut memang sudah melibatkan Direktorat Jenderal Bina 

Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, 

perlu dipertebal dengan memasukkan unsur Kementerian Sosial karena 

memiliki jaringan yang luas untuk menjangkau ke seluruh lapisan 

masyarakat dan memberdayakan masyarakat di kawasan IKN. 

2. Melibatkan unsur daerah yakni Kesbangspol dan FKUB Pemkab Penajam 

dan Pemprov Kaltim pada struktur kelembagaan Bidang Koordinasi Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN, sehingga fungsi 

koordinasi dan pemberdayaan berjalan optimal dalam rangka pencegahan 

konflik sosial. Hal ini penting, karena Kebangspol dan FKUB memiliki data 
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dan rekam jejak ormas maupun tokoh masyarakat, baik yang mendukung 

maupun yang menolak pembangunan IKN. 

 

c. Memetakan Wilayah Rawan Konflik di IKN 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa konflik sering kali terjadi di 

tengah proyek-proyek strategis nasional, apalagi dalam skala besar seperti 

IKN yang sampai saat ini masih diwarnai kontroversi. Namun hingga saat ini 

wilayah rawan konflik di kawasan ibu kota baru belum dipetakan. Sepertinya 

hal tersebut belum menjadi prioritas pemerintah, baik pusat dan daerah, 

karena mungkin dinamika sosial yang berkembang di kawasan IKN diyakini 

bisa diatasi dengan cepat. Ketiadaan pemetaan wilayah rawan gesekan 

sosial akan menjadi hambatan bagi pencegahan konflik ke depan karena 

merupakan bagian dari upaya membangun sistem peringatan dini 

pencegahan konflik, sebagaimana ditekan pada teori Conflict Early Warning 

and Early Response System (CEWERS) melalui pendekatan profiling wilayah 

yang menjadi objek konflik. Pemetaan wilayah potensi konflik di IKN harus 

dirumuskan secara rinci dan sistematis sesuai dinamika di lapangan. 

Belum dirumuskannya pemetaan wilayah potensi konflik wilayah di IKN 

akan menghambat langkah-langkah stakeholder untuk mengintervensi atau 

meredam potensi konflik horizontal, baik antara masyarakat lokal dengan 

pendatang, masyarakat adat. Di sisi lain, ketiadaan pemetaan wilayah konflik 

di IKN juga akan berdampak pula pada lemahnya early detection atau deteksi 

dini konflik yang berujung pada kekakuan dalam menyelami manuver aktor-

aktor yang berpotensi memicu konflik di lapangan, baik berbasis suku, 

profesi, sentimen mayoritas-minoritas, strata sosial dan ideologi 

sebagaimana ditekan dalam  teori CEWERS. Ketiadaan pemetaan konflik 

akan menghambat langkah identifikasi dan membaca gejala pergerakan 

komunitas-komunitas dan individu yang berpotensi memicu konflik. Terlebih 

di kawasan IKN dimana terjadi tumpang tindih lahan yang melibatkan banyak 

pihak, mulai dari masyarakat adat, perusahaan, transmigran, dan para broker 

lahan yang saat ini berkeliaran di tengah pembangunan IKN. Pemetaan 

wilayah potensi konflik menjadi bagian penting dalam pencegahan konflik 
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pada aspek pre-emtif, sehingga permasalahan atau gejolak sosial yang 

muncul dimasyarakat bisa diantisipasi dan diselesaikan sedini mungkin 

secara cepat, arif dan bijaksana. 

Berdasarkan analisis teori CEWERS di atas maka upaya yang harus dilakukan 

untuk memetakan wilayah rawan konflik di IKN adalah sebagai berikut: 

1. Badan Otorita IKN melibatkan Tim Transisi Bidang Koordinasi Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat dengan berkoordinasi dengan BIN Kaltim, 

Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangspol Pemkab Penajam Paser 

Utara dan kawasan penyangga untuk mengidentifikasi potensi terjadinya 

konflik sosial, baik lahan, kesenjangan ekonomi, hingga potensi konflik 

antaretnis. 

2. Mendalami gejala munculnya pengelompokan dan pengorganisiran warga 

(oleh LSM), baik berbasis suku, profesi (pengusaha dan penguasa lahan), 

serta sentimen mayoritas-minoritas (imigran dan penduduk lokal). 

Pemetaan wilayah potensi konflik tersebut mengacu pada teori deteksi dini 

CEWERS, yakni pada aspek kondisi sosial, geografi, demografi dan sejarah 

rekam jejak konflik. Dalam konteks pencegahan konflik di IKN, maka objek 

pemetaan wilayah potensi konflik perlu fokus pada empat hal saja, 

sebagaimana fakta dan data pada Bab II, yaitu:  

a. Difokuskan pada kondisi sosial, yakni kekhawatiran Suku asli 

Penajam Paser Utara yang selama ini cukup resah dengan 

kehadiran pembangunan IKN, yakni Suku Paser Balik yang khawatir 

tersingkir dari tanah leluhurnya karena patok-patok wilayah IKN 

menerobos tanah adat. 

b. Pemetaan wilayah kerawanan konflik juga difokuskan pada aspek 

geografis menyangkut kasus tumpang tindih penguasaan lahan IKN 

menyusul maraknya mafia lahan dan free rider, terutama di Penajam 

Paser Utara di mana sekitar 218 ribu hektare atau 67% (data KPA) 

mengalami masalah tumpang tindih, sehingga berstatus clear dan 

clean. Termasuk memastikan legalitas dan memastikan batas-batas 

wilayah kawasan inti IKN dengan kawasan penyangga agar tidak 

muncul polemik di kemudian hari.  
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c. Pemetaan dan profiling wilayah difokuskan pada aspek demografi 

dengan pemetaan ulang terhadap seluruh entitas masyarakat adat 

dan wilayahnya melalui konsolidasi dan musyawarah. Tujuannya 

adalah untuk mencari jalan tengah guna meminimalisir konflik lahan, 

baik lahan individu maupun lahan komunal masyarakat adat. Hal ini 

juga bertujuan agar masyarakat adat Paser Balik mengetahui titik 

koordinat dan batas-batas wilayah adat untuk memberikan kepastian 

hukum. Adapun upaya penyelesaian konflik lahan di IKN perlu 

melibatkan Badan Otorita IKN, Tim Transisi terutama unsur Bidang 

Koordinasi Infrastruktur dan Pertanahan meliputi Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KLHK dan unsur 

BPN/Dinas Pertanahan Provinsi Provinsi Kalimantan Timur 

berkoordinasi dengan Pemkab Penajam. 

d. Difokuskan pada sejarah rekam jejak konflik, terutama terhadap 

kawasan penyangga yang selama ini sensitif terhadap isu SARA. 

Misalnya di Kutai Barat, sebagaimana terjadi pada Februari 2021 

dimana terjadi kasus pembunuhan yang melibatkan dua etnis Dayak 

dan Madura di Kutai Barat yang kemudian cepat bergeser pada isu 

SARA. Begitu pula dengan peristiwa amuk massa yang terjadi 

kawasan IKN Penajam Paser Utara, tepatnya di Gang Buaya, 

Kelurahan Penajam pada 16 Oktober 2019 lalu juga patut menjadi 

catatan rekam jejak konflik, mengingat skala konflik cukup luas di 

mana massa membakar permukiman yang dihuni dihuni 1.000 jiwa 

warga, temasuk pelabuhan. Pemetaan wilayah juga dilakukan 

terhadap aset-aset Pemkab Penajam Paser Utara yang rentan 

menjadi polemik dengan kawasan penyangga. Terutama di lokasi-

lokasi strategis yang berbatasan daerah penyangga Ibu Kota 

Nusantara. 

 

d. Merumuskan Rencana Aksi Pencegahan Dini Konflik 

Ketiadaan rencana aksi pencegahan konflik akan menghambat upaya 

pencegahan konflik sosial karena merupakan bagian tak terpisahkan dari 
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upaya pre-emptif dalam rangka mencegah konflik sosial di IKN. Namun sejauh 

ini, belum ada rencana aksi yang komprehensif dan sinergis untuk mencegah 

terjadinya konflik guna mendukung pengamanan IKN. Fakta adanya protes 

warga terhadap pemasangan patok-patok dan plang wilayah IKN serta 

perlawanan hukum masyarakat adat mencerminkan belum matangnya 

perencanaan pencegahan konflik secara terukur. Sejauh ini, respons 

pemerintah dalam menyikapi potensi konflik sosial di IKN, baik konflik lahan 

dan tuntutan masyarakat, cenderung sporadis atau belum ada kesamaan 

persepsi secara menyeluruh dalam menyikapi dinamika sosial di Kaltim 

sehingga menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial. Padahal ini 

penting agar langkah-langkah pencegahan terjadinya konflik sosial sinergis 

dan terpadu, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik 

Sosial yang bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan gangguan 

keamanan secara terpadu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Rencana aksi pencegahan konflik sosial sangat dibutuhkan untuk 

menyamakan pandangan dan tindakan guna meningkatkan peran dan 

sinergitas para stakeholder, baik yang di wilayah IKN sendiri maupun di 

kabupaten/kota penyangga dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum. 

Rencana aksi pencegahan dini konflik tersebut sangat krusial, karena sejauh 

ini Badan Otorita IKN belum menetapkan skenario dalam menghadapi 

masyarakat yang berpotensi enggan pindah dari kawasan IKN dan 

menghadapi mereka yang kecewa dan berpotensi mengulur-ngulur waktu 

bersikap kooperatif terhadap pemerintah. 

Berdasarkan analisis di atas maka upaya yang harus dilakukan dalam 

merumuskan rencana aksi pencegahan konflik sosial di IKN adalah sebagai 

berikut: 

1. Rumusan rencana aksi pencegahan dini konflik harus memuat pengarahan, 

pengendalian dan respons cepat terhadap semua permasalahan dalam 

masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik. 
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2. Mengatur mekanisme pelibatan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, 

tokoh masyarakat dan pranata sosial lainnya. Untuk itu, dalam menyusun 

rencana aksi pencegahan konflik tersebut, Badan Otorita Ibu Kota 

Nusantara harus melibatkan Pemerintah Kabupaten Penajam dan daerah 

penyangga IKN, unsur Polsek, Dandim setempat, serta seluruh lembaga 

penanganan konflik seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masing-

masing daerah. Termasuk melibatkan ormas sebagai salah satu ujung 

tombak dalam menjaga kondusifitas di Kaltim, khususnya di IKN. 

3. Melibatkan BIN Kaltim dan menjadikan masukan dan temuan mereka 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka 

pencegahan konflik sosial di IKN. Termasuk peran Babinsa pada desa dan 

kelurahan yang memiliki potensi konflik tinggi. Rumusan rencana aksi 

pencegahan konflik sosial tersebut berisi panduan dan prosedur langkah-

langkah teknis pencegahan konflik sosial dan penyelesaian perselisihan 

secara damai serta menetapkan anggaran, sehingga munculnya gejolak 

konflik sosial di IKN dapat diredam secara sinergis.   

 

15. Optimalisasi Pencegahan Konflik Sosial di IKN Pada Aspek Preventif 

 Pencehan konflik sosial pada aspek preventif merupakan tindak lanjut dari 

pendekatan pre-emtif, sehingga pada bagian ini akan difokuskan pada apa yang 

telah dilakukan pemerintah dengan merujuk pada fenomena dinamika sosial di 

IKN yang menjadi hambatan bagi pencegahan konflik sosial pada aspek preventif. 

Sebelumnya, pada Bab II telah dijelaskan tentang teori pencegahan konflik sosial 

pada aspek preventif yang diwujudkan dengan menghilangkan kesempatan 

terjadinya tindakan kekerasan yang memicu terjadinya konflik sosial. Pendekatan 

pencegahan konflik pada aspek preventif ini juga dianalisis menggunakan teori 

kohesi sosial dengan merujuk pada pandangan Malinowski, bahwa keutuhan 

sosial terjadi bila dilandasi keuntungan timbal balik atau reciprocity, hubungan 

simbiosis mutualisme yang terjalin di masyarakat dengan pemerintah, trust atau 

saling percaya dan adanya sikap saling memahami perbedaan kultural dan 

struktural masing-masing pihak. Adapun temuan pada aspek preventif ini adalah, 

pencegahan konflik sosial di IKN belum bisa dikatakan optimal, terutama jika 
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dikaitkan dengan fakta-fakta yang dipaparkan pada Bab II. Adapun optimalisasi 

pencegahan konflik sosial di IKN pada aspek preventif memerlukan upaya berikut 

ini: 

  

a. Memperkuat Sosialisasi Pembangunan IKN 

Munculnya keresahan masyarakat adat dan perlawanan hukum mereka 

sebagaimana pada fakta yang disampaikan pada Bab II menunjukkan bahwa 

sosialisasi pembangunan IKN masih lemah karena belum sepenuhnya 

menyentuh level grass root atau akar rumput. Indikator lain lemahnya suatu 

sosialisasi program pembangunan adalah timbulnya pertentangan di tengah 

masyarakat, berupa perlawanan hukum warga di kawasan Ibu Kota Nusantara. 

Di sisi lain, kampanye dan konsep pembangunan IKN yang mengusung visi 

green city, smart city dan kota kebhinekaan cenderung diarahkan ke luar atau 

publik secara luas melalui portal resmi kementerian dan lembaga. Sementara 

sosialisasi ke dalam (ke wilayah IKN) cenderung lemah, sehingga sulit dicerna 

masyarakat di pedalaman Kalimantan, khususnya warga Penajam Paser 

Utara. Kekosongan ruang sosialisasi dan informasi tentunya sangat berbahaya 

jika ditunggangi free rider atau mereka yang tidak menghendaki pembangunan 

di IKN. 

Memang, sejauh ini mayoritas masyarakat di Kaltim cenderung 

mendukung pembangunan IKN, seperti Kesultanan Paser yang mendorong 

agar IKN segera dibangun. Namun, di sisi lain ada keresahan masyarakat 

Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang memprotes 

pemasangan patok Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Nusantara 

seluas 6.671 hektare. Mereka cemas dan merasa terancam ruang hidup 

mereka yang sumber pencarian nafkah akan tergusur. Apalagi sebagian warga 

Penajam Paser Utara telah diadvokasi LSM yang berujung pada gugatan 

hukum. Tentunya hal ini perlu pendekatan sinergis dan koordinatif para 

stakeholder untuk mensosialisasikan pembangunan IKN secara terukur, 

karena jika dibiarkan berlarut bisa menjadi ‘api dalam sekam’ berujung pada 

gerakan sosial, terutama pada saat terjadi migrasi besar-besaran masyarakat 

di luar Kaltim dengan membawa kulturnya masing-masing. 
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Berdasarkan analisis di atas maka upaya yang harus dilakukan dalam 

merumuskan rencana aksi pencegahan konflik sosial di IKN adalah sebagai 

berikut: 

1. Memantapkan tujuan dan target sosialisasi pembangunan IKN yang 

difokuskan pada upaya membangun kepercayaan (trust) masyarakat yang 

selama ini resah dan cemas terhadap proyek pembangunan IKN. 

Masyarakat harus diyakinkan bahwa ada hubungan reciprocity, hubungan 

simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara masyarakat 

dengan pemerintah sebagaimana dalam pandangan Malinowski.  

2. Memastikan pelibatan masyarakat di IKN dalam setiap proses 

pembangunan, baik dalam monitoring maupun pelibatan sebagai tenaga 

kerja lokal yang dahului oleh pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja 

(BLK) sesuai visi IKN, yakni sebagai kota persemaian bagi semua, baik 

untuk warga pionir maupun pendatang.  

3. Masyarakat harus diyakinkan akan menjadi penerima manfaat atau 

beneficiary yang utama dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Termasuk 

menyampaikan komitmen pemerintah atas masyarakat adat dengan 

memposisikan mereka sebagai subjek pembangunan dengan memberikan 

perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam proses 

pembangunan IKN.  

4. Tujuan dan target sosialisasi juga harus mampu menjelaskan secara 

gamblang  tentang konsep smart city, green city dan konsep kota 

kebhinekaan dalam kaitannya dengan lingkungan, lahan, ruang hidup, 

pelibatan mereka dalam proses pembangunan. Penjelasan konsep-konsep 

tersebut harus disampaikan secara sederhana, lugas dan mudah 

dimengerti semua kalangan, terutama bagi masyarakat adat. Termasuk, 

memberikan penjelasan kepada warga yang lahannya berdekatan dengan 

patok-patok atau plang pembangunan IKN, dengan memberikan penjelasan 

secara rinci. 

5. Melibatkan banyak aktor sosialisasi, baik dari unsur pemerintah dalam hal 

ini Badan Otorita maupun Pemkab (BPN dan Dinas Lingkungan Hidup), 

LSM, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa kampus setempat di bawah 

koordinasi Badan Otorita IKN. Sosialisasi pembangunan IKN tersebut 



43 
 

dilakukan secara masif, berlapis dan berkala hingga ke level kelurahan dan 

RT/RW. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Penajam menjelaskan 

bahwa pembangunan IKN menjamin tidak akan menimbulkan pencemaran 

lingkungan, tidak akan memicu krisis air bersih sebagaimana terjadi di 

Jakarta  dan berorientasi pada penataan ruang terbuka hijau. Sementara 

petugas dari unsur pertanahan Kabupaten Penajam Paser menjelaskan 

tujuan dan batasan-batasan pemasangan patok kawasan IKN. Ini untuk 

menjawab kebingungan masyarakat selama ini karena RT dan lurah 

setempat tidak mampu menjelaskan secara gamblang soal pemasangan 

patok-patok batas IKN.  

 Aktor sosialisasi lainnya adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan 

pemuka agama yang juga bisa dilibatkan untuk meyakinkan masyarakat 

bahwa pembangunan ibu kota negara mendapat dukungan dari mereka. 

Pemerintah juga bisa melibatkan mahasiswa dengan mengintegrasikan 

program kuliah nyata (KKN) atau program kampus lainnya dengan program 

sosialisasi pembangunan IKN, termasuk mensosialisasikan konsep smart 

city, green city, pelibatan masyarakat dan lainnya. 

6. Menyiapkan sarana dan kegiatan sosialisasi pembangunan IKN. Misalnya, 

mengintegrasikan kegiatan sosialisasi dengan kalender agenda-agenda 

kegiatan sosial kemasyarakatan pemerintah kabupaten/kota kawasan 

penyangga, terlebih di Kabupaten Penajam Paser Utara. Misalnya melalui 

kegiatan hari jadi kabupaten, kegiatan festival kebudayaan, kegiatan bersih-

bersih lingkungan dengan melibatkan masyarakat desa, tokoh adat, tokoh 

masyarakat, Dinas Sosial dan Lingkungan setempat, pihak kecamatan, 

kelurahan hingga RT/ RW. Sosialisasi tentang pembangunan IKN tidak saja 

disampaikan melalui penjelasan lisan, namun juga dikampanyekan secara 

visual. Misalnya, melalui foto dan video pendek rancang bangun IKN 

sehingga masyarakat mendapat gambaran yang utuh tentang rancang 

bangun dan masa depan IKN. 

 

b. Mengoptimalkan Kemampuan Komunikasi Aparat Keamanan 

Sumber Daya Manusia (SDM) pencegahan konflik, terutama pada aspek 

komunikasi publik, merupakan elemen penting dalam pencegahan konflik pada 
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aspek preventif, sehingga setiap potensi yang dapat memicu gangguan 

keamanan dan ketertiban dapat batal dengan sendirinya karena kemampuan 

komunikasi aparat keamanan yang ditopang oleh pemahaman budaya dan 

kearifan lokal di lapangan. Namun demikian, pembangunan Ibu Kota 

Nusantara belum didukung oleh keberadaan SDM yang memadai. Ini terlihat 

dari adanya keluhan warga ketika aparat keamanan tiba-tiba saja memasang 

patok batas kawasan Inti Pusat Pemerintah sebagaimana disampaikan pada 

fakta pada Bab II.  Peristiwa tersebut, mengindikasikan bahwa ada persoalan 

SDM pencegahan konflik di mana aparat belum sepenuhnya dibekali 

kemampuan berkomunikasi dengan baik sesuai adat dan budaya yang 

berkembang di sana. 

Kondisi tersebut sangat berpotensi menjadi pemantik bagi munculnya 

perasaan marginalisasi atau ketersingkiran dan anggapan bahwa sebagian 

masyarakat di IKN belum ditempatkan sebagai subjek pembangunan, 

melainkan sebagai objek pembangunan semata. Apalagi jika muncul rasa 

egoisme kesukuan yang tentunya akan mengganjal berjalannnya 

pembangunan IKN. Pendekatan pragmatis dan tergesa-gesa dengan 

mengabaikan aspek komunikasi publik yang baik akan melahirkan distrus atau 

ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, terjalinnya komunikasi 

yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan melahirkan 

kepercayaan atau trust dan dukungan mereka yang merasa menjadi bagian 

penting dari berjalannya pembangunan di IKN.  Sebagaimana disampaikan 

Malinowski, bahwa keutuhan sosial terjadi bila dilandasi adanya kepercayaan 

dan keuntungan timbal balik atau reciprocity di bawah prinsip-prinsip hukum 

(legal). Hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin di masyarakat membawa 

pada kondisi hubungan saling menguntungkan sehingga mendukung suasana 

kehidupan harmoni dan damai. Kemampuan aparat dalam berkomunikasi 

dengan masyarakat di IKN merupakan modal sosial bagi terciptanya rasa 

saling percaya sehingga mereka mau menerima dan bergotong-royong  dalam 

proses pembangunan IKN. 

Berdasarkan analisis di atas maka upaya yang harus dilakukan dalam 

meningkatkan kemampuan komuniskasi aparat keamanan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Menyiapkan kebijakan keamanan dan ketertiban di IKN dengan 

meningkatkan kemampuan komunikasi aparat keamanan guna mencegah 

gangguan kamtibmas sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, yang 

mengamanatkan Polri untuk ikut menjaga Kamtibmas. Termasuk juga TNI 

yang akan melibatkan ribuan personel dalam mendukung pengamanan 

IKN. Kecapakan aparat keamanan dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat Ibu kota Nusantara menjadi menunjang bagi pencegahan 

konflik sosial. 

2. Polda Kaltim perlu menyiapkan program pembinaan khusus bagi 

anggotanya, baik yang sudah ditugaskan maupun yang hendak dikerahkan 

ke Kalimantan Timur guna meningkatkan kecapakan komunikasi dengan 

masyarakat. Demikian pula Kodam Mulawarman memfasilitasi pelatihan 

dan pembinaan bagi personel TNI yang akan diperbantukan dengan 

berkoordinasi dengan Badan Otorita IKN dan Pemkab Penajam Paser 

Utara. 

3. Melibatkan sosiolog dan antropolog kampus setempat, seperti Universitas 

Mulawarman, Universitas Balikpapan dan Universitas Kutai Kartanegara, 

untuk memberi pembinaan, wawasan antropologis dan sosiologis bagi 

aparat yang akan diterjunkan kelapangan, termasuk wawasan budaya dan 

nilai-nilai adat yang dipegang teguh oleh masyarakat di IKN dan kawasan 

penyangganya.  

4. Mendorong aparat keamanan mengedepankan pola pendekatan humanis 

yang menghargai harkat, martabat dan derajat warga, tertama mereka yang 

masih resah dan cenderung sinis terhadap pembangunan IKN sehingga 

tersakiti baik lahir maupun batin sehingga menjadi daya dukung bagi 

terciptanya kondisi damai di lapangan.  

5. Mengedepankan patrolis dialogis, terutama bagi aparat keamanan, 

terutama aparat Polsek Semoi dan Sepaku yang berada di bawah naungan 

Polres Penajam Paser Utara. Patroli dialogis tersebut bisa dikombinasi 

dengan program sambang desa, sambang suku, sambang adat dan tokoh 

agama serta LSM untuk mempererat tali silaturahmi. 
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c. Memperkuat Koordinasi Badan Otorita dengan Pemkab Penajam 

 Upaya mencegah konflik sosial dalam rangka merealisasikan 

pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak bisa dipikul oleh satu lembaga 

kementerian/lembaga saja, namun mensyaratkan sinergi dan koordinasi 

antarlembaga yang konsern pada penanganan konflik, terutama antara 

Pemkab Penajam Paser dengan Badan Otorita IKN. Menjalin kemitraan dan 

koordinasi sebetulnya telah disinggung dalam Pasal 1 ayat 8 Perpres RI 

Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, bahwa Badan 

Otorita memiliki mitra Pemda. Namun, sejauh ini belum ada koordinasi yang 

intensif antara kedua belah pihak tersebut, terutama dalam merespon dinamika 

persoalan sosial di IKN, sehingga masing-masing pihak cenderung kaku dan 

terkesan lambat dalam merespons persoalan sosial di IKN. Ini juga dikeluhkan 

Plt Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam Pongrewa, yang juga berdampak 

pada persoalan teknis di lapangan berupa ketidaksiapan Pemkab menghadapi 

masyarakat. Ini terlihat ketika warga di sekitar IKN kebingungan untuk 

menanyakan persoalan batas wilayah kepada pihak kelurahan dan kecamatan 

tentang kejelasan posisi tanah atau lahan mereka.58 Mestinya, warga sudah 

mendapat jawaban yang jelas dari aparat desa atau kecamatan tentang hal 

tersebut, karena hal ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dini 

timbulnya konflik sosial. 

Berdasarkan analisis di atas, maka upaya yang harus dilakukan untuk 

memperkuat koordinasi Badan Otorita IKN dengan Pemkab Penajam adalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah pusat melalui Kemendagri mendorong Pemprov Kaltim 

menyediakan ruang koordinasi khusus untuk mendorong kedua belah pihak 

berkomunikasi secara aktif dan berkala, sehingga komunikasi Badan 

Otorita dan Pemkab lebih intensif mengingat pembangunan IKN sudah 

mulai digelar, terutama pada kawasan Inti Pusat Pemerintahan.  

2. Pemprov Kaltim, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kaltim perlu mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan 

                                                           
58.Warga Ini Mengaku Kaget Pemerintah Langsung Pasang Patok Batas IKN di Depan. 
https://regional.kompas.com/read/2022/05/28/075631278/warga-ini-mengaku-kaget-pemerintah-
langsung-pasang-patok-batas-ikn-di-depan. Diakses pada 21 Juli 2022, pukul 22:00 WIB  

https://regional.kompas.com/read/2022/05/28/075631278/warga-ini-mengaku-kaget-pemerintah-langsung-pasang-patok-batas-ikn-di-depan
https://regional.kompas.com/read/2022/05/28/075631278/warga-ini-mengaku-kaget-pemerintah-langsung-pasang-patok-batas-ikn-di-depan
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secara intensif antara Badan Otorita IKN dengan Pemkab Penajam, 

terutama dari unsur Kebangspol, Dinas Sosial.  

3. Badan Otorita, Tim Transisi IKN Bidang Sosial IKN bersama kelembagaan 

bidang sosial Pemkab Penajam merumuskan proses dan mekanisme 

sinergi kebijakan sosial. 

4. Kedua belah pihak bersama-sama menginventarisir persoalan-persoalan 

sosial yang menyangkut lahan, hak- hak masyarakat adat, aset fisik yang 

berpotensi memicu terjadinya persoalan sosial di kemudian hari. 

 

d. Menyiapkan Desain Membangun Kohesi Sosial di IKN 

 Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur diharapkan mampu 

merepresentasikan kebinekaan yang diwujudkan melalui sinergi sosio-kultural 

warga Ibu Kota Nusantara dari latar belakang etnis berbeda, sehingga tercipta 

kehidupan masyarakat multi kultur yang kohesif dan hidup harmoni. Namun 

demikian, sejauh ini belum ada rumusan teknis bagaimana membangun desain 

sosial yang jelas untuk menciptakan kohesi sosial di IKN. Termasuk 

bagaimana rancang bangun penguatan kohesi sosial di IKN yang menjadi 

pijakan bagi Badan Otorita dan para stakeholder. Memang, karakter 

masyarakat Kaltim secara umum dan Penajam Paser Utara cukup terbuka 

terhadap masyarakat luar. Namun, hal tersebut bukan jaminan IKN akan sepi 

dari konflik, apalagi jika melihat komposisi penduduk yang cukup beragam, 

yakni Jawa 30.2%, Dayak 9,3%, Bugis 20.6%, Banjar 12.4% dan Suku Kutai 

sebanyak 7,7%. Begitu pula komposisi penduduk di Kecamatan Sepaku 

khususnya di Desa Bumi Harapan sebanyak 80% adalah suku Jawa, 10% 

suku asli Paser Balik, 5% suku Bugis dan 5%. 

 Keragama penduduk tersebut merupakan tantangan Badan Otorita IKN 

Nusantara ke depan terutama pada aspek sosial, yakni bagaimana 

mewujudkan harmoni sosial di IKN yang inline dengan cita-cita Ibu kota 

Nusantara sebagai kota yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, kota 

yang ramah bagi semua untuk hidup berdampingan. Tentunya, semua itu 

terletak pada kemampuan Badan Otorita IKN bersama pemangku kebijakan di 

kawasan penyangga dan masyarakat dalam mengelola keragaman sosial dan 

budaya di sana. 
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 Berdasarkan analisis di atas maka upaya yang harus dilakukan dalam 

meningkatkan kemampuan komuniskasi aparat keamanan adalah sebagai 

berikut: 

1. Membangun kesadaran hukum individu atau kelompok masyarakat, baik 

yang menerima pembangunan IKN dengan lapang dada maupun mereka 

masih ragu, cemas, dan mereka yang masih menolak pemindahan ibu kota 

ke Penajam Paser Utara. Kesadaran hukum masyarakat menjadi bagian 

dari pencegahan konflik sosial pada aspek preventif, dan sangat diperlukan 

dalam suatu wilayah yang memiliki keberagaman suku, agama, ras dan 

golongan. Kesadaran hukum akan menuntun masyarakat menghindari aksi 

main hakim sendiri yang berujung pada konflik sosial berskala besar. 

Dengan demikian maka kesadaran hukum masyarakat menjadi prasyarat 

penting bagi terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan 

di wilayah ibu kota baru yang dicita-citakan sebagai miniatur Bhinneka 

Tungga Ika. Peran Badan Otorita dan Tim Transisi IKN bersama Pemprov 

Kaltim cukup penting dalam penyelenggaraan kegitan penyuluhan hukum 

tersebut.  

2. Menyiapkan dan menetapkan target peserta penyuluhan hukum, yakni 

seluruh lapisan masyarakat, termasuk LSM, tokoh masyarakat, organisasi 

kepemudaan, lembaga adat terutama di Kabupaten Penajam Paser pada 

setiap desa atau kelurahan.  

3. Memprioritaskan kegiatan penyulahan hukum terhadap wilayah dan aktor-

aktor potensial pemicu konflik sosial di IKN. Misalnya, terhadap kepala 

keluarga yang terlibat menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, 

termasuk para makelar tanah atau preman yang terlibat dalam pengurusan 

proses jual beli lahan di Kecamatan Sepaku dan di wilayah IKN lainnya. 

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan setelah semua potensi 

konflik di inventarisir, baik potensi konflik berlatar belakang SARA ataupun 

lahan. Termasuk pengklasifikasian potensi konflik dari berat, sedang, 

ringan. 

4. Mengintegrasikan kegiatan penyuluhan hukum dengan agenda kegiatan 

Pemkab/Pemkot penyangga IKN, seperti festival budaya daerah, acara 

keagamaan seperti pengajian, HUT RI, hari jadi Kabupaten Penajam Paser 
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serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Sedangkan 

materi penyuluhan hukum meliputi UU IKN tentang pelibatan masyarakat 

dalam proses pembangunan, program-program pemberdayaan dan ajakan 

untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta materi lainnya yang 

disampaikan secara ringan dan mengarah pada ajakan dukungan terhadap 

pembangunan IKN. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut perlu melibatkan 

para penyuluh hukum atau pemateri dari unsur Biro Hukum Pemprov 

Kaltim, Unsur Kanwil Kemenkum HAM Kaltim, Polres/Polsek, hingga unsur 

Pemkab Penajam Paser Utara. Sedangkan Output dari penyadaran hukum 

tersebut adalah terbentuknya kelompok sadar hukum (Pokdarkum) pada 

tingkat desa dan kelurahan di kawasan IKN. 

5. Melindungi kearifan lokal (local wisdom) sebagai modal sosial untuk 

mewujudkan kohesi dan integrasi sosial seluruh lapisan masyarakat yang 

heterogen seperti di Kaltim. Penghargaan terhadap kearifan lokal yang 

mengandung nilai-nilai luhur budaya lokal di Kaltim secara umum dan 

kearifan lokal yang dimiliki suku Paser Balik secara khusus, menjadi salah 

satu prasyarat bagi terciptanya kehidupan harmoni sosial di IKN, 

Sebagaimana pandangan Talcott Parsons, bahwa kohesi sosial bisa 

terwujud dengan sejumlah syarat, yakni adanya nilai-nilai budaya yang 

dibagi bersama, adanya nilai-nilai yang dilembagakan menjadi norma-

norma sosial (melalui kebijakan) dan adanya nilai-nilai yang dijiwai, 

dijalankan dan menjadi motivasi oleh pribadi-pribadi. Untuk itu, semua 

pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan IKN perlu menyadari 

bahwa wilayah ibu kota baru tersebut bukan ruang hampa budaya. Meski 

minim aktivitas manusia di dalamnya, Pulau Kalimantan, termasuk Penajam 

Paser merupakan salah satu ladang bersemainya budaya dan kearifan 

lokal. Untuk itu para pemangku kebijakan, khususnya Badan Otorita IKN 

yang menerima mandat mengelola Ibu Kota Nusantara perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 

a. Menjadikan kearifan lokal di sana sebagai nilai-nilai bersama dan 

harus yang dihargai. Untuk itu, ketika terjadi migrasi besar-besaran 

dan terjadi perjumpaan berbagai unsur budaya yang dibawa 

pendatang, jangan sampai menggusur unsur-unsur kekayaan 
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budaya lokal, sebagaimana terjadi di Jakarta di mana kebudayaan 

Betawi yang nyaris tersingkirkan. 

b. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kaltim dan Penajam perlu 

dilembagakan dalam arti dilindungi melalui kebijakan-kebijakan, 

karena ini menjadi ‘satu paket’ dengan cita IKN yang diharapkan 

menjadi pusat identitas nasional. Adapun mengenai hak-hak individu 

atau hak-hak komunal masyarakat adat yang mencerminkan kearifan 

lokal tertuang dalam UU IKN Nomor 3 Tahun 2022, yakni Pasal 21 

yang menyinggung tentang perlindungan terhadap hak-hak individu 

atau hak-hak komunal masyarakat adat yang mencerminkan kearifan 

lokal. Artinya, melindungi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal melalui 

regulasi bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak 

komunal. 

3. Badan Otorita IKN harus merangkul lembaga-lembaga adat dan pelaku 

budaya untuk memastikan bahwa kearifan dan kebudayaan lokal serta 

budaya baru yang dibawa pendatang bisa hidup berdampingan secara 

harmonis. Persinggungan budaya di sejumlah daerah yang seringkali 

menjadi pemicu konflik SARA menjadi pelajaran penting bagi para 

pemangku kebijakan agar peristiwa yang sama tidak berulang. 

4. Memperkuat Kampung Tangguh Nusantara yang sudah ada sebagai 

bagian dari upaya pencegahan konflik sosial pada aspek preventif yang 

juga disinggung dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 26 

Tahun 2017 tentang penguatan Kampung Keserasian Sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7. Untuk diketahui, di Kabupaten Penajam Paser Utara 

sendiri sebetulnya sudah ada dua Kampung Tangguh Nusantara, tepatnya 

di Kelurahan Waru, Kec. Waru yang digagas oleh TNI-Polri. Namun 

demikian, jumlah tersebut belum cukup mengakomodir kebutuhan 

pencegahan konflik sosial, terutama jika nanti terjadi migrasi besar-besaran 

ke kawasan IKN, sehingga perlu diperluas ke seluruh desa/kelurahan di 

Kabupaten tersebut. Di sisi lain, keberadaan Kampung Tangguh Nusantara 

tersebut selama ini difokuskan pada pencegahan Covid-19. Untuk itu ke 

depan, kampung tangguh tersebut perlu didesain dan diarahkan menjadi 

bagian dari pencegahan konflik sosial dengan prasyarat sebagai berikut: 
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a. Keberadaan Kampung Tangguh Nusantara harus menjadi sarana 

edukasi dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk menghayati 

dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik itu persatuan, toleransi, 

gotong royong,  Bhineka Tunggal Ika, sehingga tercipta keamanan di 

lingkungan masyarakat. 

b. Target edukasi Kampung Tangguh Nusantara juga ditujukan untuk 

memperkuat ketahanan informasi masyarakat Kaltim secara Umum 

dan Kabupaten Penajam Paser Utara secara khusus, sehingga 

mereka mampu menyaring dan men-sharing berita-berita hoaks dan 

provokatif tentang IKN oleh pihak-pihak tertentu, terutama di dunia 

maya. Ini juga ditujukan agar masyarakat di sana tidak mudah 

terhasut oleh-oleh kelompok tertentu untuk memecah belah warga 

dan menghalangi pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama saat 

ini di mana Indonesia sudah memasuki tahun politik. 

c. Kampung Tangguh Nusantara juga ditujukan untuk meningkatkan 

kewaspadaan warga di kawasan IKN Nusantara atas segala 

ancaman, baik yang muncul dari dalam Kaltim sendiri maupun dari 

luar. 

d. Konsep dan desain detail Kampung Tangguh Nusantara yang ada 

saat ini perlu dimatangkan kembali dengan melibatkan unsur 

Pemerintah Pusat, TNI-Polri, Pemprov Kaltim dan Pemkab Penajam 

Paser Utara terutama Kebangspol, Forum Kerukunan Umat 

Beragama, Kominfo, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), 

Lemhannas dan unsur-unsur Kementerian/Lembaga terkait lainnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

  

 

15. Simpulan 

Bab ini memuat simpulan dan rekomendasi setelah melalui bab-bab 

sebelumnya yang membahas rumusan masalah, metode dan pendekatan, 

kerangka teori, lingkungan strategis, fakta dan data, hingga analisis terhadap 

pertanyaan kajian dalam pembahasan pada Bab III. Kesimpulan yang 

dimaksud dalam bab ini berupa jawaban atas pertanyaan kajian pada Bab I 

yang meliputi: 

a. Kondisi potensi konflik sosial di IKN saat ini dengan tiga indikator utama. 

Pertama adanya dispute atau pertentangan berupa protes sejumlah 

warga saat terjadi pemasangan patok atau plang batas wilayah IKN. 

Kedua, perasaan keterancaman dan ketersingkiran (marjinalisasi) 

masyarakat lokal terkait dengan ruang hidup mereka. Ketiga adalah 

potensi munculnya ego kedaerahan atau primordialisme yang disuarakan 

ormas agar putra daerah  dijadikan memimpin IKN 

b. Optimalisasi pencegahan konflik sosial aspek pre-emtif melalui   

penguatan kelembagaan Badan Otorita IKN dengan membentuk Tim 

Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan melengkapi struktur 

kelembagaan bidang sosial Badan Otorita IKN. Begitu juga dengan Tim 

Transisi IKN dengan mempertebal Struktur Bidang Koordinasi Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat dengan memasukkan unsur Kemensos dan 

Kemnaker. 

c. Optimalisasi pencegahan konflik sosial aspek preventif dengan 

memaksimalkan sosialisasi pembangunan IKN yang difokuskan pada 

upaya membangun kepercayaan (trust) masyarakat, penguatan kapasitas 

SDM aparat penjaga kamtibmas pada aspek komunikasi, memperkuat 

Koordinasi Badan Otorita dengan Pemkab Penajam melalui peran 

Kemendagri dengan mendorong kedua belah pihak menyediakan ruang 

komunikasi bersama, serta menciptakan kehidupan harmoni sosial di IKN 
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ditempuh dengan membangun kesadaran hukum masyarakat, melindungi 

kearifan lokal sebagai modal sosial mewujudkan integrasi sosial. 

  

16. Rekomendasi  

 Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka penulis mengajukan 

rekomendasi dalam rangka pencegahan konflik sosial guna mendukung 

pengamanan IKN sebagai berikut: 

  
a. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi 

Kewilayahan Kemendagri segera merinci kewenangan khusus Badan 

Otorita Ibu Kota Negara pada bidang sosial. Jika kewenangan yang 

diberikan kepada Badan Otorita pada level provinsi, maka kelembagaan 

pencegahan konflik juga disusun layaknya provinsi. Hal ini untuk 

menghindari tumpang tindih kebijakan dan kewenangan pencegahan 

konflik sosial, baik antara Pemprov Kaltim dengan Badan Otorita dan 

Pemkab Penajam. 

 
b. Badan Otorita IKN melalui pendampingan Ditjen Bina Pembangunan 

Daerah (Bangda) Kemendagri, Bapedda dan Kebangspol Pemprov Kaltim  

segera menetapkan struktur kelembagaan pencegahan konflik dan mulai 

menjaring SDM pencegahan konflik yang akan ditempatkan pada struktur 

organisasi Badan Otorita pada bidang Integrasi Bangsa, bidang Budaya 

dan Politik, bidang Kewaspadaan dan Bidang Pencegahan Konflik. 

Struktur kelembagaan tersebut harus melibatkan putra daerah. Jika 

kelembagaan terkait pencegahan konflik sosial pada Badan Otorita sudah 

terbentuk, maka masing-masing lembaga menyusun program-program 

kegiatan pencegahan rencana anggarannya. 

 

c. Kepala Badan Otorita IKN yang sekaligus menjabat sebagai ketua Tim 

Transisi IKN melakukan restrukturisasi atau menata kembali Bidang 

Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi, yakni 

Bidang Koordinasi Sosial dipisah dengan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat menjadi lembaga bidang tersendiri (jangan dilebur) pada 

kelembagaan Tim Transisi IKN. Hal ini karena “koordinasi” menjadi kata 
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kunci dalam pencegahan konflik sosial, baik itu koordinasi secara vertikal 

yakni antara Badan Otorita dengan Pemkab/Pemkot Penyangga IKN dan 

Pemprov Kaltim, maupun secara horizontal antara Badan Otorita IKN 

dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, ormas dan LSM. 

 

Demikian pula “pemberdayaan” yang menjadi kata kunci penting agar 

masyarakat di kawasan IKN betul-betul diberdayakan sehingga memiliki 

skill agar tidak kalah saing dengan SDM para pendatang ketika terjadi 

migrasi besar-besaran. Dengan dipisahnya Bidang Koordinasi Sosial 

dengan Bidang Pemberdayaan, maka masing-masing lembaga akan 

fokus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing karena peran dan 

fungsi bidang tersebut belum terlihat. 

 
d. Badan Otorita IKN bersama Tim Transisi bidang Koordinasi Sosial dan 

Pemberdayaan masyarakat segera merumuskan konsep dan mekanisme 

pelibatan masyarakat dalam pembangunan IKN sebagaimana 

diamanatkan UU IKN Nomor 3/2022 tentang partisipasi masyarakat pada 

Pasal 37. Hal ini bisa ditempuh dengan upayacara memperkuat konsultasi 

publik ke dalam atau terhadap penduduk di wilayah IKN, membuka ruang 

musyawarah dan pengaduan, serta menginventarisir potensi sumber daya 

manusia yang tersedia untuk ikut dilibatkan dalam proses pembangunan 

IKN. 

 
e. Memaksimalkan dua satuan tugas (Satgas). Dalam hal ini Tim Transisi 

IKN bersama Bappenas, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaksimalkan peran Satgas 

Pertanahan yang sudah dibentuk. Hal ini untuk mencegah liarnya 

manuver para spekulan tanah sekaligus untuk menginventarisir dan 

mengidentifikasi tanah masyarakat adat dan tanah ulayat di IKN. 

Demikian pula memaksimalkan peran Satgas Penanganan Konflik Sosial 

yang belum dibentuk. Karena itu, Badan Otorita IKN segera membentuk 

Satgas Pencegahan Konflik Sosial untuk menjangkau individu maupun 

kelompok yang selama ini menolak dan resah atas pembangunan IKN.  
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f. Pemerintah menyiapkan skenario sosial pemindahan aparatur sipil negara 

ke Kaltim, baik skenario eksternal (ASN pendatang) maupun internal 

(warga pionir atau penduduk asli), yakni: 

1. Skenario sosial eksternal (pemindahan ASN). Pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) bersama Badan Otorita, Tim Transisi IKN, 

Kemendagri dan Bappenas mematangkan skenario pemindahan ASN 

ke IKN. SDM ASN yang akan dipindahkan tidak saja dilihat dari aspek 

kemampuan di bidang profesi bidang pekerjaan. Namun juga dilihat 

kemampuan mereka dalam beradaptasi dan memahami budaya 

Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Penajam Paser Utara. ASN 

yang akan dipindahkan diprioritaskan bagi mereka yang sudah memiki 

wawasan tentang budaya Kaltim, baik itu karena lahir di Kaltim 

ataupun ASN yang pernah bertuga di wilayah Kaltim. Kemudian, ASN 

yang akan dipindahkan ke Kaltim harus melalui pembinaan dan 

penyaringan untuk memastikan bahwa mereka betul-betul siap pindah 

bersama anggota keluarga, baik secara psikis maupun sosiologis, 

sehingga gesekan dan friksi sosial bisa dihindari. Materi pembinaan 

terhadap ASN yang akan dipindahkan ke Kaltim tersebut berupa 

wawasan tentang kultur dan budaya masyarakat Kaltim.  

2. Skenario sosial internal (penduduk asli). Badan Koordinasi Bidang 

Sosial dan Pemberdayaan Tim Transisi IKN memaksimalkan pelibatan 

masyarakat dalam proses pembangunan IKN, terutama terhadap para 

para aktor potensial pemicu konflik sosial, yakni mereka selama ini 

melakukan gugatan terhadap UU IKN dan mereka yang kecewa 

terhadap pemasangan patok dan plang pembangunan IKN serta 

kelompok rentan lainnya terutama di Kecamatan Sepaku. Kelompok ini 

harus menjadi prioritas program pemberdayaan dan penyuluhan 

kesadaran hukum untuk untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, 

ketentraman dan keadilan di wilayah ibu kota baru yang dicita-citakan 

sebagai miniatur Bhinneka Tungga Ika. 
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g. Kominfo Pemkab Penajam Paser Utara berkoordinasi dengan Kepala 

Badan Otorita IKN untuk memaksimalkan sosialisasi pembangunan IKN 

via website resmi seluruh kecamatan, kelurahan, komunitas, ormas dan 

LSM. Termasuk menyediakan ruang kritik, masukan dan keluhan-keluhan 

dampak pembangunan IKN serta informasi program-program 

pemberdayaan masyarakat melalui situs-situs resmi tersebut.  

 

h. Kepala Otorita IKN juga memperkuat kemitraan pencegahan konflik 

dengan Pemda Penyangga IKN sebagaimana dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) RI Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu 

Kota Nusantara. 
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